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RINGKASAN 

 

“Prosedur Pemungutan Penetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Atas Pengadaan Barang Sinyal Telekomunikasi Dan Listrik (SINTELIS) PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember”; Arin Ismiati, 120903101060; 

2015: 83 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember.  

Pajak menyumbang sebagaian besar pendapatan negara, ada berbagai macam 

jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember merupakan salah satu 

instansi pemerintah di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam 

pengadaan barang yang dilakukan PT. Kereta Api Properti Manajemen ada beberapa 

barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Tujuan dari Praktek 

Kerja Nyata ini adalah ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur 

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

Pengadaan barang Sinyal Telekomunikasi, dan Listrik (SINTELIS) dan menjelaskan 

prosedur pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) 

dan dampaknya di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9Jember. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi 

perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, 

proses penguruan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai. Prosedur 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dimulai dari proses kerjasama yang dilakukan 

oleh) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dengan pihak rekanan atas 

pengeadaan barang Sinyal Telekomunikasi, dan Listrik (SINTELIS). Atas pengadaan 

barang tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) 

dari harga perolehan barang, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember harus memungut, menyetor dan melaporkan pajaknya. Pada saat pembelian 

barang tersebut terdapat beberapa barang yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan 

Nilai, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember harus mengurus Surat 

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan ke Kantor Pelayanan 
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Pajak. Tetapi sampai saat penyerahan barang pihak PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember tidak mengurus Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan 

Nilai, yang berakibat kerugian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember. 
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1 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai Negara berkembang Indonesia mulai melakukan optimalisasi 

pedapatan Negara, salah satunya melalui sektor pajak. Penerimaan pajak dipandang 

sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak adalah kontibusi 

langsung kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” (Mardiasmo, 2011:23).  

Pajak menyumbang sebagaian besar pendapatan negara, ada berbagai macam 

jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), yang merupakan pajak tidak langsung dikenakan atas transaksi penyerahan 

Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai akan dibebaskan kepada konsumen akhir.  

Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud (barang bergerak, barang 

tidak bergerak) dan barang tidak berwujud, pada dasarnya semua barang dapat 

dikeanai Pajak Pepertambahan Nilai (PPN) kecuali telah ditentukan lain dalam 

Undang-Undang. Jasa Kena Pajak adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

jasa pelayanan baik berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menimbulkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, 

termasuk dari jasa yang telah dipesan atau permintaan yang telah ditentukan sesuai 

dengan petunjuk pemesan, tiap jasa dapat dikenakan pajak kecuali Undang-Undang 

menetapkan lain. Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 
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Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai maka diharapkan lebih optimal dalam penerimaan pajaknya. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember merupakan salah satu 

instansi pemerintah dibidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada akhir maret 

2007 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan, revisi Undang-Undang Nomor 

13/1992 yang menegaskan bahwa swasta maupun Perintah Daerah diberi kesempatan 

untuk mengelolah jasa angkutan Kereta Api Indonesia. Jadi, pada saat ini pengelolaan 

kereta api dipegang oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Aktifitas pengadaan barang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember dilakukan dengan cara pengadaan barang baru, dan mengganti barang yang 

telah rusak atau persediaan. Membeli barang baru dilakukan jika barang tersebut 

memang dibutuhkan untuk area yang belum ada, misalnya: alat ukur, mur penengang 

kawat, rantai pintu perlintasan. Sedangkan pengantian barang yang sudah ada 

dilakukan jika barang tersebut dalam keadaan rusak dan butuh pengantiaan barang 

baru misalnya: pintu perlintasan, peralatan telkom,  dan baterai pembngakit tenaga 

surya. Pengadaan barang yang dilakukan  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember melalui kerjasama dengan perusahaan atau rekan yang menyediakan jasa atau 

pengadaan barang. 

Proses perolehan kerja sama antara PT. Kereta Api Indonesia dengan perusaan 

lain dapat diperoleh dengan cara proses Pelelangan atau Seleksi Terbuka (Pta), 

Pemilihan atau Seleksi Langsung (PmL), Kontes, Penunjukan Langsung (PnL), 

Pengadaan Langsung (PdL), Pembelian Langsung (PbL), Sayembara atau Beauty 

Contest dan swaseloka. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

dengan PT. Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) dilakukan dengan cara 

penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah prosedur pengadaan barang dan 

jasa tanpa kompetisi melalui proses penilaian yang dilakukan secara langsung dengan 

menunjuk atau mengundang hanya satu penyedia barang atau jasa yang memenuhi 

kriteria dan persyaratan yang diinginkan. Kerja sama yang dilakukan oleh PT. Kereta 

Api Indonesia dan PT. Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) adalah pengadaan 
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barang Sinyal Telekomunikasi, dan Listrik (SINTEL)  kereta api berupa PDSM 

(Peralan Dalam Sinyal Mekanik), PLSM (Peralatan Dalam Sinyal Luar), PPS (Pintu 

Perlintasan Sebidang), PT (Peralatan Telkom), dan CDS (Catu Daya Sintel). 

Pengadaan peralatan kereta api tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas pembelian perlatan, yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Properti 

Manajemen yaitu sebesar 10% dari nilai jual harga barang tersebut. Atas pembelian 

yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Properti Manajemen, PT. Kereta Api Indonesia 

yang harus memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

PT. Kereta Api Indonesia sebagai wajib pungut pajak atas pengadaan barang atau 

jasa, dengan adanya peraturan tersebut PT. Kereta Api Indonesia yang harus 

memungut pajaknya sehingga rekan yang bekerjasama dengan PT. Kereta Api 

Indonesia tidak harus membayar pajaknya sendiri. 

Dalam pengadaan barang yang dilakukan PT. Kereta Api Properti Manajemen 

ada beberapa barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang 

telah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-233/PJ/2003 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang 

Tata cara Pemberian dan Penatausahaan Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai Atas 

Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Atau Penyerahan Jasa 

Kena Pajak Tertentu. Keputasan pembebasan barang yang dilakukan PT. Kereta Api 

Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai berikut: 

a. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 

serta sarana; 

b.  Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku 

cadang, peralan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan 

digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

Dilihat dari peraturan tersebut untuk pengadaan barang Sinyal 

Telekomunikasi, dan Listrik (SINTELIS) meliputi, PDSM (Peralatan Dalam Sinyal 

Mekanik), PLSM (Peralatan Dalam Sinyal Luar), PPS (Pintu Perlintasan Sebidang), 
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PT (Peralatan Telkom), dan CDS (Catu Daya Sintel). Dalam pengadaan barang 

Sinyal Telekomunikasi, dan Listrik (SINTELIS) ada beberapa barang yang 

dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai diantaranya: kawat baja 4 mm, kawat baja 5 

mm, baterai PB 12 v atau 120 AH, baterai MF 12 v atau 70 AH dan HTC ICOM V-

80. Tapi, pihak PT. Kereta Api Indonesia lalai dalam pengurusan Surat Keterangan 

Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN). Maka barang yang seharusnya 

dibebaskan dari PPN dan menjadi pengurang pajak terutang, tidak bisa digunakan 

sebagai pengurang pajak. Hal tersebut merugikan PT. Kereta Api Indonesia, karena 

pajak yang seharusnya dibebaskan dari PPN harus dibayarkan sebab tidak adanya 

pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) dan yang 

harus membayar pajak terutang adalah PT. Kereta Api Indonesia. 

  Atas dasar pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yang belum sesuai, maka penulis akan membahas laporan tugas akhir ini 

dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan barang Sinyal Telekomunikasi dan 

Listrik (SINTELIS) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Sinyal Telekomunikasi dan Listrik 

(SINTELIS) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dan menjelaskan 

dampak yang terjadi jika pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan 

Nilai (SKB PPN) tidak dilakukan. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: 
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a. Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pemungutan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan 

barang Sinyal Telekomunikasi, dan Listrik (SINTELIS) PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9Jember; 

b. Ingin menjelaskan prosedur pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak 

Pertambahan Nilai (SKB PPN) dan dampaknya di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Mengetahui lebih mendalam mengenai prosedur Pemungutan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai khususnya di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember; 

b. Mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang pengurusan Surat 

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN). Serta dampaknya 

bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak Pertambahan Nilai  

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:2): 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdsarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat.  

Pajak merupakan penerimaan Negara yang diperoleh dari iuran rakyat, yang 

diatur dalam Undang-Undang yang digunakan untuk kepentingan Negara untuk 

membayar pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal 

pembayaran pajak Negara dapat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara 

langsung.  

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur –unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara; 

2. Dapat dipaksakan; 

3. Berdasarkan Undang-Undang; 

4. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk; 

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai adalah yang dikenakan pertamakali atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. Sebelum adanya reformasi pajak, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak 

penjualan atas barang. Namun pajak penjualan memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Adanya pajak berganda; 

b. Bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan 

dalam pelaksanaannya. 9 (sembilan) macam tarif pajak: 

1) Daftar I, memungut golongan barang yang dikenakan tarif 0%; 

2) Daftar II, memungut golongan barang yang dikenakan tarif 1%; 

3) Daftar III, memuat golongan barang yang dikenakan tarif 2,5%; 

4) Daftar IV, memuat golongan barang yang dikenakan tarif 5%; 

5) Daftar V, memuat golongan barang yang dikenakan tarif 10%; 

6) Daftar VI, memuat golongan barang yang dikenakan tarif 7,5%; 

7) Daftar VII dan VIII, mengatur tentang jenis-jenis dan besarnya tarif yang 

terdiri dari 2,5% dan 5%; 

8) Sedangkan atas barang-barang yang tidak termasuk dalam daftar tarif 

umum 10%. 

c. Tidak mendorong ekspor; 

d. Belum dapat mengatasi penyelundupan. Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan 

penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa lagi tidak memadai untuk 

menanpung kegiatan masyarakat yang belum mencapai sasaran kebutuhan 

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, 

mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 

2011:273). 
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Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya 

akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka kewajiban 

penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan 

pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang 

merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. 

2.2 Dasar Hukum  

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertamabahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjulan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah bebebrapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Mardiasmo, 2011:274). 

 

2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Pasal 1 angka 2 dan 

angka 3 tentang Barang Kena Pajak, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

1984 dalam Pasal 1 angka 5 tentang Jasa Kena Pajak, sebagai berikut: 

a. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan 

barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Jasa Kena pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu 

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 

atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan 

dengan bahan atas petunjuk atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk 

dari pemesanan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
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2.3.1 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas: 

1)  Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha; 

2)  Impor Barang Kena Pajak; 

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha; 

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

didalam Daerah Pabean; 

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

7) Ekspor Barang Kena pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 

digunakan pihak lain; 

9) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula 

untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan 

aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 

2.3.2 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan 

Kriteria Barang Tidak Kena Pajak dirrumuskan dalam Pasal 4A ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut: 

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya; 

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 

banyak; 
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c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, 

termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga 

atau katering; 

d. Uang, emas batangan dan surat berharga. 

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-233/PJ/2003 dan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang 

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 

Tertentu adalah sebagai berikut: 

a. Barang Kena Pajak Tertentu adalah: 

1) Senjata, amunisi alat pengangkut di air, alat angkut di bawah air, alat 

angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraaan lapis baja, 

kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku 

cadangnya; 

2) Komponen atau bahan yang belum dibuat dalam negeri yang 

digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan 

Departemen Pertahan atau Tentara Nasiaonal Indonesia (TNI) atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 

3) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi 

Nasional (PIN); 

4) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran 

agama; 

5) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angktan danau dan kapal 

angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapa 

ikan, kapal tongkang, dan seuku cadang serta alat keselamatan 

pelayaran atau penyelamatan manusia; 
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6) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan 

atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau 

pemeliharaan; 

7) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 

pemeliharaan serta prasaran; 

8) Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api 

suku cadang peratan untuk perbaikan atau pemeliharaan atau prasarana 

yang digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia; 

9) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen 

Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara 

wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung 

pertahanan Nasional; 

10) Rumah sederhana, rumah sangat senderhana, rumah susunan 

sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta 

perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh mentri keuangan 

setelah mendengar pertimbangan Mentri Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah. 

 

b. Jasa Kena Pajak tertentu adalah: 

1) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, 

Perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan Penyelengara 

Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa 

Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Nasional; 

2) Jasa yang diterima oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga 

Nasional; 

3) Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT 

(PERSERO) Kereta Api Indonesia; 
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4) Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongon 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 

pembanguanan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah; 

5) Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana; dan 

6) Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang 

dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara 

wilayah Negara Republik Indonesia untuk medukung pertahan 

nasional. 

 

2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

2.4.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang  Pajak Pertambahan Nilai, 

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan abarang tidak 

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, 

atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

atau Jasa Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 

barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang 

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Untuk bisa dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak, omset pengusaha harus melebihi 4,8 Milyar dalam setahun. 

2.4.2 Pengusaha Tidak Kena Pajak  

Pengusaha bukan Pengusaha Kena Pajak yang menjadi subjek Pajak 

Pertamabahan Nilai meliputi, pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang kena 

pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 
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dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean serta pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

2.4.3 Saat dan Tempat Pajak Terutang 

Saat pajak terutang diataur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 yang penjabarannya dilakukan lebih lanjut dalam Pasal 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 serta beberapa Keputusan Direktur 

Jendral Pajak untuk yang bersifat khusus.  Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2012 mengatur tentang terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum 

yang menimbulkan utang pajak. Pajak terutang pada saat:  

a. Penyerahan Barang Kena Pajak;  

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak;  

c. Impor Barang Kena Pajak;  

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/dari luar daerah Pabean, 

didalam Daerah Pabean;  

e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;  

f. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;  

g. Ekspor Jasa Kena Pajak; 

h. Pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum 

penyerahan atau pemanfaatan. 

Tempat pajak terutang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 adalah sebagai berikut: 

a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan; 

b. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor Barang Kena 

Pajak; 

c. Satu temapt atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atas 

permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak terutang; 

d. Ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak; 
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e. Orang pribadi yang tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak 

terutang di tempat kegiatan usaha dilakukan; 

f. Tempat bangunan sedang didirikan, untuk kegiatan sendiri. 

2.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 

merumuskan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 

Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang. 

2.5.1 Harga Jual dan pengantian 

Dalam pasal 1 angka 18 dirumuskan Harga Jual adalah nilai berupa uang 

termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena 

penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 

dipungut berdasarkan Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan 

dalam Faktur Pajak. 

Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 

dirumuskan Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang di 

minta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena 

Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak 

yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan 

dalam Faktur Pajak, atu nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh 

Penerima Jasa Karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau penerima manfaat 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean. 

Adapun yang dimaksud dengan semua biaya dalam ketentuan tersebut antara 

lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan, teknik biaya pemeliharaan, 

biaya pengiriman, biaya garansi, biaya pendidikan. 
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2.5.2 Nilai Impor  

  Dalam Pasal 1 angka 20 dirumuskan pengeertian Nilai Impor adalah nilai 

berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan 

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengartur 

mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak 

pertambahan nilai dan apajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut 

undang-undang ini. 

2.5.3 Nilai Ekspor 

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dirumuskan 

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh eksportir. 

2.5.4 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 ditetapkan 

jenis dan macam Nilai sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sebagai berikut: 

a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba 

kotor; 

b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi 

laba kotor; 

c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah 

perkiraan Harga Jual rata-rata; 

d. Untuk penyerahan film ceritaadalah perkiraan hasil rata-rata 

perjudul film;  

e. Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar Harga Jual 

eceran; 
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f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang 

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 

tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; 

g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 

sebaliknya dan atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang 

adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; 

h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara 

adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan 

pembeli; 

i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak  melalui juru lelang adalaha 

haraga lelang; 

j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 1% (satu persen) 

dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau 

k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata  

adalah 1% (satu persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang 

seharusnya ditagih. 

 

2.5.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diataur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai seabagai berikut: 

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) 

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan 

atas: 

a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; 

c) Ekspor Jasa Kena Pajak. 

3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) 

dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). 
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2.6 Dokumen Pajak Pertambahan Nilai 

2.6.1 Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak  

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian 

Pengusaha Kena Pajak yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak 

merupakan refleksi dan kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. 

Dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menentukan 

bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan 

bahwa faktor utama yang harus diperhatikan Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha 

Kecil yang sudah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib membuat Faktur 

Pajak adalah sudah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 

Faktur Pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Macam-macam Faktur Pajak 

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Faktur 

Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Faktur Pajak terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Faktur Pajak yang berupa Faktur Penjualan dalam hal pengusaha yang 

menyerahakan Barang atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai 

bukti pungutan pajak;  

2) Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak 

diperkenankan untuk membuat 1 (satu) faktur pajak yang meliputi semua 

penyerahan Barang atau Jasa Kena Kena Pajak yang terjadi selama 1 

(satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang 

sama, yang disebut faktur pajak gabungan; 
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3) Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak Pedangang Eceran adalah aktivitas 

usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah 

transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relait kecil; 

4) Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak, Pemberitahuan 

Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat 

berwenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan 

pernyataan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

PEB tersebut. 

b. Dokumen Tertentu sebagai Faktur Pajak  

Dalam pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertamabahan 1984 

ditentukan bahwa Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dokumen  tertentu 

yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamamakan dengan Faktur Pajak, adalah: 

1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan 

persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB 

tersebut; 

2) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau 

dikeluarkan oleh BULOG atau DOLOG untuk penyaluran tepung 

terigu; 

3) Paktur Nota Bon Penyrahan (PNBP) yang dibuatkan atau 

dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar 

Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; 

4) Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan 

telekomunikasi; 
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5) Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), Delevery Bill, 

yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara 

dalam negeri; 

6) Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk 

penyerahan jasa kepelabuhan; 

7) Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik; 

8) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan 

Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 

untuk ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud; 

9) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri Surat Setoran 

Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau 

bukti pungutan pajak oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB 

tersebut, Untuk Impor Barang Kena Pajak; 

10) Surat setoran pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 

atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa 

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 

11) Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 

Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum; 

12) Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan 

perantara efek;  

13) Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan. 
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2.6.2 Nota Retur   

Nota retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak dari 

pembelian kepada penjual kecuali jika diganti dengan Barang Kena Pajak yang 

sejenisnya, type, jumlahnya, dan harganya sama. Retur hanya, mungkin terjadi dalam 

transaksi penyerahan Barang dan tidak dapat terjadi dalam penyerahan Jasa. 

Peraturan Menteri keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang tata cara 

pengurangan Pajak pertambahan Nilai atau Pajak pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan dan pajak 

pertambahan nilai  yang dibatalkan, dalam peraturan ini ditetapkan: 

a. Barang Kena Pajak dikembalikan oleh Pembeli Dalam hal Barang Kena Pajak 

yang diserahkan, dikembalikan (retur) oleh Pembeli, maka Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

Mewah dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai atas 

Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang dalam 

nota retur dicantumkan nama pembeli; 

b. Berkenaaan dengan pengembalian Barang Kena Pajak, maka Pembeli wajib 

menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual; 

c. Bentuk dan ukuran nota retur dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi 

Pembeli;  

d. Nota Retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua), yaitu: 

- Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual; 

- Lembar ke-2 untuk arsip pembeli. 

Dalam hal pembeli bukan Pengusaha Kena Pajak, nota retur dibuat paling 

sedikit dalam rangkap 3 (tiga), dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pembeli terdaftar; 

e. Saat pengembalian Barang Kena Pajak adalah saat  Barang Kena Pajak 

tersebut dikembalikan oleh pembeli; 

f. Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal: 
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1) Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak 

yang sama, baik dalam jumlah fisik,jenis maupun harganya; 

2) Nota Retur selengkapnya mencantumkan keterangan sebenarnya; 

3) Nota dibuat tidak pada saat Barang Kena Pajak dikembalikan; 

4) Lembar ke-3 nota retur yang dibuat oleh Pembeli non Pengusaha Kena 

Pajak tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pembeli 

terdaftar.  

2.7 Pengkreditan Pajak 

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang 

berbunyi sebagai berikut: “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak Dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.” 

2.7.1 Pengkreditan Pajak Masukan  

Menurut sukardji (2012:137) dalam rumusan tersebut terkandung 3 (tiga) 

prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu: 

1) Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang 

sama; 

2)  pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek 

pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak, sebaliknya Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran atas perolehan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena 

Pajak; 

3) Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi pertahun buku berdasarkan 

masa mafaat karena ketentuan Pasal 9 ayat (2) ini merupakan refleksi dari 

tipe Pajak Pertambahan Nilai yang dianut oleh Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi. 
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2.7.2 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan  

Mardiasmo (2011:293) menyatakan pajak masukan pada dasarnya dapat 

dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat 

dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi 

pengeluaran untuk: 

1) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum 

pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

2) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; 

3) Problem dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wangon, 

kecuali merupakan barang dangan atau disewakan; 

4) Pemanfataan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau pemanfatan Jasa 

Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

5) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang faktur 

pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

ayat (5) atau ayat (9) UU PPN 1984 atau tidak mencantumkan nama, alamat, 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau 

penerima Jasa Kena Pajak (JKP); 

6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa 

Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN 

1984; 

7) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pajak 

masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; 

8) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Pajak 

Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pajak Terutang Masa Pajak 
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Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang ditemukan pada waktu dilakukan 

pemeriksaaan; 

9) Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) selain barang modal atau Jasa Kena Pajak 

(JKP) sebelum PKP berproduksi; 

10) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau 

perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 

11) Berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri. 

2.7.3 Pajak Keluaran  

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena 

Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dari pembeli atau penerima Barang atau Jasa Kena Pajak. 

 

2.8 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

2.8.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak 

(credit method) serta metode faktur pajak (invoice methode). Dalam metode ini Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai 

dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Meknisme 

pengunutan Pajak Pertamabahan Nilai dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

 

  

                      

               BKP/JKP                            BKP/JKP                                   PK>PM (+) 
                              1                                       2                                   3 

 

                                                                                                                                          

                                            

                                                           1 bulan                           PK<PM (-)  

                                                                                             5                                       4                                                                                                                                                                                                                

 

 

  

Sumber data: untung sukardji, tahun 2012 

 

Keterangan bagan alir: 

1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Bagi pembeli, 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan 

pajak masukan; 

2. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, 

wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak 

Pertambahan Nilai tersebut merupkan pajak keluaran; 

3. Apabila dalam satu masa pajak (satu bulan takwim) jumlah pajak 

Keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus 

disetorkan kekas negara; 

PKP A 

 

PKP B 

PK PM

M

M 

PKP C 

PM 

PK 

KAS 

NEGARA 
 RESTITUSI 

Pelaporan SPT 

Masa PPN 
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4. Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari 

pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) 

atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; 

5. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa 

pajak dengan menggunakan Surat pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 

 

2.8.2  Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 menunjuk 

Bendahara Bemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Badan tertentu yang tidak lagi sebagai pemungut 

PPN, kecuali Pasal 1 angka 27 dan apasal 16 A UU PPN adalah; 

1) Sejak 1 Januari 2004 Badan Usaha Milik Negara  dan Milik Daerah 

(BUMN atau BUMD); 

2) Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah seperti Bank 

BNI, Bank Mandiri, BPD, dan seterusnya; 

3) Bank Indonesia; 

4) Pertamina; 

5) Kontrak Karya atau Kontrak bagi hasil dibidang pertambangan umum. 

Menurut Sukardji (2012:185) hal baru yang ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Keungan adalah: 

1) Bendaharawan Pememerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara ditetapkan sebagai pemungut PPN; 

2) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui 

KPPN, wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP 

Rekanan yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan 

Pendapatan Negara (KPPN) seperti biasanya; 
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3) Dalam harga kontrak yang akan dibayar oleh Pemungut PPN kepada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rekanan sudah termasuk PPN dan 

PPnBM atau PPN yang terutang. 

4) Dalam Pasal 10 Keputusan Mentri Keuangan ini ditetapkan bahwa atas 

pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu kepada  Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Rekanan sehubungan dengan penyerahan BKP 

atau JKP yang dilakukan sampai denagan 31 Desember 2003, yang 

faktur pajaknya dibuat sebelum 31 Januari 2004, PPN dan PPnBM 

atau PPN yang terutang wajib dipungut oleh Badan-badan tertentu dan 

disetorkan ke Kas Negara paling lambat 31 Januari 2004. Dalam 

ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka Kantor Pelayanan Pajak (PKP) 

Rekanan atau Badan-badan tertentu yang terkait dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan perpajakn yang berlaku. 

 

2.8.3 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pasal 16A UU PPN 1984 mengatur sebagai  berikut: 

1) Pajak yang terutang atas penyerahan atas penyerahan BKP dan atau 

penyerahan JKP kepada Pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan 

oleh Pemungut PPN; 

2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut 

PPN, diatur dengan Keputusan Mentri Keuangan. 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, 

Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, 

dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 136/PMK.03/2012, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
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Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Pemungut PPN). 

1. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak dari BUMN kepada BUMN tidak dikecualikan dari 

pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga BUMN yang menerima 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap melakukan 

kewajiban pemungutan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. 

2. Demikian juga atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari BUMN kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM yang 

terutang tetap dipungut oleh Pemungut PPN yang menerima penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. 

3. BUMN wajib menyetorkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Kantor 

Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SSP dengan Kode Akun 

Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900. 

4. SSP sebagaimana dimaksud pada butir 3 diisi dengan membubuhkan NPWP 

serta identitas PKP Rekanan, dan penandatanganan SSP dilakukan oleh 

BUMN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan. 

5. Tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak 

mengacu pada tanggal penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan, dengan 

demikian apabila BUMN terlambat melakukan penyetoran yang disebabkan 

karena keterlambatan PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak, maka atas 

keterlambatan penyetoran tersebut tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. 

6. Pelaporan pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT 
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Masa PPN) bagi Pemungut PPN Formulir 1107 PUT yang wajib disampaikan 

dalam bentuk elektronik (e-SPT). 

7. Apabila dalam suatu bulan, BUMN tidak melakukan pemungutan PPN dan 

PPnBM sebagai Pemungut PPN, maka BUMN tetap wajib menyampaikan 

SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT dan diisi dengan angka 0 (Nol). 

8. BUMN sebagai Pemungut PPN yang berstatus PKP, mempunyai kewajiban 

pelaporan PPN dan PPnBM dengan Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT 

setiap bulan. 

9. Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan pemusatan tempat 

PPN terutang, baik berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN 

maupun berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP, pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai 

Pemungut PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk sebagai tempat 

pemusatan PPN terutang. 

10. Dalam hal BUMN tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

maka pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi 

kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan di masing-masing tempat 

kegiatan usaha yang melakukan transaksi dengan PKP Rekanan.  

 

2.8.4  Prosedur Surat Keterangan Bebas Pajak 

Adapun tahapan untuk mengurus pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-233/PJ/23 Pasal 7 angka 1 

dan 2 adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan SKB PPN diajukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero)  terdaftar; 

2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

a) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
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b)  Surat kuasa khusus apabila penunjuk orang lain untuk mengurus SKB 

PPN; 

c) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor  atau 

diperoleh tidak akan dipindah tangankan atau diubah peruntukannya dan 

apabila ternyata dipindah tangankan atau diubah peruntukannya maka 

bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan 

ditambah sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d) Dalam hal impor, dilengkapi dengan dokumen impor; 

e) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan foto kopi 

kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang 

dapat dipersamakan.   

Dalam pasal 8 angka 1 dan 2 Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-

233/PJ/23 diatur sebagai berikut: 

1. Permohonan SKB PPN diajukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) kepada Kepala KPP tempat pihak yang ditunjuk 

terdaftar; 

2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

a) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b) Surat kuasa khusus apabila penunjuk orang lain untuk mengurus SKB 

PPN; 

c) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor  atau 

diperoleh tidak akan dipindah tangankan atau diubah peruntukannya dan 

apabila ternyata dipindah tangankan atau diubah peruntukannya maka 

bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan 

ditambah sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d) Surat penunjukan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau surat atau 

dokumen lain yang dapat dipersamakan misalnya kontrak pengadaan atau 

surat perintah kerja; 
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e) Dalam hal impor, dilengkapi dengan dokumen impor; 

f) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan foto kpi 

kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang 

dapat dipersamakan.   

2.8.5 Restitusi 

Sebagai refleksi dari legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi, bukan 

pajak atas kegiatan bisnis, adalah hal jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada 

Pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP yang 

bersangkutan berhak memperoleh pengembalian dengan cara: 

a) Dikompensasi ke uatang pajak pada Masa Pajak berikutnya; 

b) Diajukan pengembalian dari negara. 

Penyebab terjadi kelebihan pembayaran Pajak Masukan menurut Sukardji 

(2012:200) adalah dalam hal jumlah pajak masukan yang dibayar dalam satu masa 

pajak lebih besar daripada pajak keluaran disebabkan PKP melakukan: 

a) Ekspor BKP Berwujud atau BKP tidak berwujud; 

b) Ekspor JKP; 

c) Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN; 

d) Penyerahan BKP atau JKP yang membperoleh fasilitas PPN tidak dipungut; 

e) Pemberian barang modal dalam tahap belum berproduksi; 

f) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 

Dalam hal pengembalian pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang 

dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau 

Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 dalam pasal 18 dan 19 adalah sebagai 

berikut: 

a) Pasal 18 

1) Pajak Masukan atas impor dan atas perolehan Barang Kena Pajak dan 

atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena 
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Pajak Tertentu dan atas Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak dapat dikreditkan; 

2) Pajak Masukan yang tercantum dalam pemberitahuan impor Barang 

atau dalam Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak 

dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor 

atau menerima penyerahan. 

b) Pasal 19 

1) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau 

penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak tertentu yang dilakukan pada atau setelah tanggal 14 Juli 2003 

sampai dengan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan, 

harus disetorkan ke Kas Negara sesui dengan ketentuan yang berlaku; 

2) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pihak yang 

menerima penyerahan sepanjang: 

(a) Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diterima merupakan 

Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diterima merupakan 

Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 

tahun 2003, selain Barang Kena Pajak tertentu yang sebelunya telah 

ditetapkan untuk dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 146 Tahun 2000; 

(b) Sudah mengajukan permohonan pembebasan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai sebelum impor atau penyerahan Barang Kena 

Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a); serta 
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(c) Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau 

dibiayakan. 

3) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas penyerahan 

Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat 

dimintakan pengembalian oleh pihak yang menerima penyerahan Jasa 

Kena Pajak tertentu, sepanjang: 

(a) Jasa Kena Pajak tertentu yang diterima merupakan Jasa Kena Pajak 

tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, selain 

Jasa Kena Pajak tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk 

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000; dan 

(b) Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau 

dibayarkan. 

2.9 Akuntansi Pajak 

2.9.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Akuntansi merupakan urutan proses kegiatan tentang pencatatan, 

penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas Transaksi 

keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap 

hasilnya (muljono, 2006:1). Teori, prinsip dan Akuntansi Pajak  adalah sebagai 

berikut: 

a. Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak  

Teori Akuntansi Pajak menurut Muljono (2006:1) adalah satu penalaran 

logis dalam bentuk seperangkat alat asas atau prinsip yang merupakan: 

1) Kerangka acuan umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi; 

2) Pedoman bagi pengembangan praktek-praktek dan prosedur baru; 

3) Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang sekarang 

sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu 
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kerangka acuan untuk menilai dan mengambangkan praktek-praktek 

akuntansi yang sehat. Seanalog dengan pengertian teori akuntansi diatas, 

teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat 

asas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan 

perpajakan. 

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak menurut Muljono 

(2006:2) melipiti: 

1) Kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatu intitas ekonomi 

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan 

dibubarkan; 

2) Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi 

keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang; 

3) Konsisten yaitu pengguanaan metode dalam pembukuan tidak boleh 

berubah-ubah; 

4) Konservatif yaitu kemungkinan rugi belum realisasi, masih merupakan 

tafsiran sudah diakui sebagai kerugian denagn cara membentuk 

penyisihan atau cadangan; 

5) Kesatuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan 

ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

sumber-sumber perusahaan. 

b. Fungsi akuntansi Pajak 

Fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan keputusan, akuntansi harus dapat memenuhi 

kualitatif (Muljono, 2006:5-7). Arti dan fungsi Akuntansi Pajak adalah 

mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang memuat perhutungan Perpajakan. Laporan ini kelak digunakan 

dalam pengambilan keputusan.  
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Menurut Muljono (2006:6) tujuan kualitatif Akuntansi Pajak adalah sebagai 

berikut: 

1) Relevan, laporan keuangan yang dihasilkan dalam Akuntansi Pajak 

harus relevan antara data yang dimiliki Wajib Pajak dengan adanya 

kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya adenagan 

perpajakan; 

2) Dapat dimengerti, laporan keuangan yang dihasilkan dalam Akuntansi 

Pajak harus dapat dimengerti, baik Wajib Pajak ataupun oleh pihak lain 

termasuk oleh Fiskus (apareat perpajakan); 

3) Daya uji, laporan keuangan yang dihasilkan dalam Akuntansi Pajak 

harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak akan menhasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak 

lain termasuk oleh Fiskus; 

4) Netral, laporan keunagn yang dihasilkan dalam Akuntansi Pajak harus 

netral, tidak memihak Wajib Pajak dan juga tidak memihak pada pihak 

lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan 

penerimaan perpajakan); 

5) Tepat Waktu, laporan yang disajikan dalam Akuntansi Pajak harus tepat 

waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan 

oleh Wajib Pajak;  

6) Daya Banding, laporan keuangan yang dihasilkan dalam Akuntansi 

Pajak harus memiliki daya banding, terutama denegn perturan 

Perpajakan; 

7) Lengkap, lapoaran keuangan yang disajikan dalam Akuntansi Pajak 

harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terkumulasi dalam laporan 

keuangan. 
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2.9.2 Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Meliala (2007:235) Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dapat 

diartikan bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang berhubungan 

dengan PPN maupun PPnBM. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan 

mengharuskan seorang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus 

mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup 

untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga Perolehan dan penyerahab 

barang atau jasa guna menghitung pajak yang terutang: 

Contoh transaksi yang terutang PPN: 

a. Pembelian  

Pencatatan jurnalnya: 

(D) Pembelian   xxx 

(D) PPN (Pajak Masukan) xxx 

  (K) Kas   xxx 

 

b.  Penjualan 

Pencatatan jurnalnya: 

(D) Piutang  xxx 

  (K) Penjualan    xxx 

  (K) PPN (Pajak Keluaran)  xxx 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Sejarah Singkat Perusahaan  

Perkeretaapian di Indonesia mulai berkembang sejak masa penjajahan 

Belanda hingga sekarang, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

3.1.1 Jaman Pemerintahan Belanda 

Jaman kereta api pertama dibangun oleh NIS (Nederlands Indische 

Spoorwegown Maatschappij), antar Semarang Keminjen-Tanggung sejauh kira-kira 

26 km, denagan lebar kereta api 1,435 mm. Pembangunannya dimulai pada tahun 

1884 dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1864. Pembangunan jalan 

baja dilanjutkan ke jalur-jalur lainnya, serta diikuti oleh perusahaan-perusahaan 

swasta tersebut diseluruh pulau Jawa. Keberhasilan swasta, NIS membangun jalan 

KA antara Semarang-Tanggung dan kemudian dapat menghubungkan kota 

Semarang-Surakarta sejauh 110 km. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api 

tersebut mendorong minat perusahaan lain untuk membangun jalur kereta api 

didaerah lain. 

3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang  

Pada tanggal 8 Maret 1984 Jepang berhasil mengalahkan pemerintahan 

Belanda dalam rangka pelaksanaan politik Asia Timur Raya. Pada masa penjajahan 

Jepang panjang rel kereta api yang sebelumnya 6.811 km berkurang menjadi 5.910, 

hal tersebut terjadi karena dibongkar dan diangkut ke Burma untuk pembangunan 

jalan kereta api disana. Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar 

sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh)dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram 

kota.  Jalan rel yang dibongkar pada masa penjajahan Jepang sepanjang 473 k, 

sedangkan jalan kereta api yang dibangun pada masa Jepang adalah 83 km antara 

Bayah-Cikara dan 220 km antara Muaro-Pekanbaru.  
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3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, setelah 

Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oeleh sekutu dan berakibat sangat 

mengerikan. Merupakan saat yang baik bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terjadi pengambil alihan 

pimpinanan pusat perkeretaapian pada tanggal 28 Agustus 1945 yang kemudian 

dijadikan sejarah berdirinya perkereta apian Indonesia dengan nama DKARI 

(Djawatan Kereta Api Indonesia). 

Kereta api pada masa tersebut berfungsi sebagai alat angkutan pokok baik 

untuk angkutan penumpang maupun barang, karena angkutan lainnya mengalami 

kesulitan bahan bakar. Dengan demikian peranan kereta api pada masa Proklamasi 

Kemerdekaan sangat penting bagi pengangkutan peralatan dan keperluan perang 

lainnya. Pemerintahan pusat pada waktu itu hijrah dari jakarta ke Yogyakarta juga 

menggunakan kereta api.  

3.1.4 Periode Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) 

Sejarah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 

1945, perusahaan-perusahaan yang dahulu dimiliki oleh Belanda tidak serta-merta 

jatuh ketangan Indonesia. Pada waktu itu Belanda berkeinginan agara perusahaan 

yang kelak disebut Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi target pertama yang hendak 

disebut sekutu lalu dikembalikan ke Staatsspoorwegen (SS). Pada tanggal 2 

September 1945 Angkatan Pemoeda Indonesia (API) menyelenggarakan pertemuan 

dengan group revolusioner dari buruh DKA. Untuk menyelenggarakan pertemuan 

tersebut tenaga revolusioner API diperbentakan di DKA untuk menyiapkan aksi 

perebutan. Tapi, sejak tanggal 13 Desember 1957 semua perusahaan kereta api milik 

swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 86 Tahun 1957 mengenai nasiaonalisme perusahaan milik Belanda, 

sedangkan seluruh perkeretaapian di Indonesia digabung dalam satu jawatan dengan 
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nama Djawatan Kereta Api (DKA). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1959 khusus untuk Jawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 1959 khusus untuk daerah Sumatra Utara. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara, yang pelaksanaannya dimulai 

tanggal 1 Januari 1965.  

3.1.5 Sesudah Tahun 1970  

Guna menyehatkan perusahaan pada tahun 1971, PNKA diakhiri dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Perihal  bentuk-bentuk perusahaan 

negara, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, yang terhitung mulai 

tanggal 5 September 1971 bentuk PNKA dialihkan dalam bentuk PERJAN dengan  

nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Namun peraturan pelaksanaannya 

dalam rangka penempatan baru dituangkan dengan Surat Ketetapan Mentri  

Perhubungan Republik Indonesia No. KM/73/PHB 75 tanggal 17 Maret 1975, perihal 

kedudukan pokok, susunan organisasi dan kerja PJKA, antara lain telah dipersiapkan 

struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk sususnan PERUMKA kemudian 

perkeretaapian mulai berangsur berbenah diri. Sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui 

Keputusan Mentri Perhubungan No. KM/42 Tahun 1988 mulai berlaku struktur 

organisasi yang baru, dimana PJKA terbagi atas: 

a. Kantor Pusat; 

b. Wilayah Usaha Jawa; 

c. Eksploitasi Sumatra Utara; 

d. Eksploitasi Sumatra Barat; 

e. Eksploitasi Sumatra Selatan. 

Terjadinya perubahan-perubahan organisasi tersebut, maka luas atau keluasan 

organisasi malah semakin sempit. Adapun fungsi dari prubahan PERUMKA adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan angkutan umum di atas rel secara masal, tertib dan teratur; 
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b. Melaksanakan ankutan sebagai penunjang angkutan di atas rel kereta api; 

c. Menyelenggarakan jasa pelengkap yang berhubungan dan penunjang tugas 

pokok tersebut; 

d. Mengajukan tarif yang wajar sesuai dengan asas-asas perusahaan tanpa 

meninggalkan fungsi pelayanan umum; 

e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur jawatan kereta api; 

f. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku; 

g. Pengamanan teknis atas pelayanan tugas pokoknya sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan kereta api dalam kedudukannya sebagai perusahaan lambat laun 

harus mebiayai diri sendri dan tidak tergantung pada subsidi pemerintah. Dalam 

rangka pelimpahan sebagi wewenang dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 

1990, tanggal 30 Oktober 1999 PJKA diubah bentuknya menjadi PERUMKA, 

diharapkan perkeretaapian Indonesia maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi. 

3.1.6 Tahun 1999 Sampai Sekarang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang peralihan 

bentuk (Perum) kereta api menjadi (Persero) dan akte Notaris Imas Fatimah, SH serta 

No. 2 Tanggal 1 Juli 1999 dengan berubahnya status PERUMKA menjadi Persero 

diharapkan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanannya kepada 

penumpang kereta api dan tidak mengecewakan. 
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3.2 Profil Singkat PT. Kereta Api  Indonesia (PERSERO) 

3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan  

 Visi perusahaan: 

 Penyedia jasa transportasi kereta api sebagai pilihan utama dengan: 

a. Seluruh lapisan msyarakat adalah pelanggan; 

b. Berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan; 

c. Pelopor dalam pembangunan dan berwawasan lingkungan; 

d. Karyawan bangga dan sejahtera; 

e. Keuangan perusahaan sehat. 

Misi perusahaan: 

a. Mewujudkan alat tranportasi yang bersifat masal untuk pertumbuhan ekonomi 

serta menunjang pembangunan sektor lain dengan pemertaannya; 

b. Mampu menghidupkan diri sendiri dalam memupuk keuntungan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

3.2.2 Tugas dan Fungsi PT. Kereta Api  Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember  

Daerah operasional 9 Jember mempunyai tugas pokok menyelanggarakan 

pengusaha angkutan kereta api, serta merumuskan dan menyusun, program 

pembinaan dan penegendalian pelaksanaan angkutan penumpang dan atau barang di 

Wilayah Daerah Operasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, daerah DAOP 9 

Jember mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan Sumbedaya Manusia (SDM), administrasi kerumahtanggaan dan 

umum, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengujian, pengendalian dan 

pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES) dan keselamatan 

kerja; 

b. Pendayagunaan keuangan, serta pelaksanaan dan pembinaan anggaran 

akuntansi;  

c. Pemeriksaan kas negara; 
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d. Pelaksanaan hubungan masyarakat di daerah; 

e. Pemeliharaan dan pengendalian jalan dan rel; 

f. Pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pemasaran; 

g. Pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik. 

 

3.2.3 Makna Karakter  Logo Kereta Api 

Logo atau lambang suatu perusahaan memiliki makna khusus yang dapat 

mengambarkan kegiatan perusahaan dan juga menyiratkan ciri khas perusahaan 

secarah utuh. Berikut ini akan dijelaskan makna karakter logo kereta api: 

 

 

Gambar 3.1 Logo Kereta Api 

Tiga garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT. KAI  dalam 

mencapai Visi dan Misinya. Dua Garis waena orange melambangkan proses 

Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal 

dan eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus 

dimiliki insan PT. KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. Satu Garis lengkug 

berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam 

memberikan nilai tambah ke stakeholders. (Inovasi dilakukan dengan sangat sinergi 

disemua bidang dan dimulai dalam hal yang paling kecil sehingga dapat melesat).  
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3.2.4 Lokasi dan Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 9 Jember 

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan 

yang cermat terhadap semua faktor yang memepengaruhi peranan penting terhadap 

berhasil tidaknya operasi perusahaan. Lokasi perusahaan dibedakan menjadi dua 

pengertian: 

a. Tempat kedudukan perusahaan yaitu tempat dimana perud\sahaan yang 

bersangkutan berada; 

b. Tempat kediaman perusahaan yaitu tempat dimana perusahaan melakukan 

aktivitasnya.  

PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember berlokasi diajalan Dahlia 

No. 2 Kelurahan Jember Lor, kecamatan Parang, kabupaten Jember. Kedudukannya 

berada didaerah administrasi Jember Berada di lintas utara yang menhubungkan kota 

Surabaya dan kota Banyuwangi. Menurut keadaan geografis terletak pada 113 derajat 

BT dan 8 derajat BB LS serta pada ketinggian kurang lebih 83 m diatas permukaan 

laut. 

Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 9 Jember meliputi 

kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan atau sampai Panarukan, 

yang terbagi menjadi dua lintas yaitu: 

a. Lintas Raya  

Lintas Raya terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember sampai 

Banyuwangi ditambah lagi lintas baru mulai dari Kabat sampai Banyuwangi 

Baru. 

b. Lintas Cabang Lintas 

Cabang lintas terdiri dari stasiun Kalisat sampai Panarukan-Situbondo yang 

saat ini tidak beroperasi lagi. 
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Lusa wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember meliputi 

209.652 km lintas raya, 222.525 lintas cabang dan panjang jaringan rel kereta api 

kurang lebih 340,5. 
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3.3 Struktur Organisasi 

 Organisasi adalah bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang 

berdasarkan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tuajuan tertentu. Organisasi 

merupakan bentuk kerjasama dimana terdapat konfigurasi yang disebut struktur 

bentuk organisasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember adalah 

organisasi garis, yang merupakan salah satu sembilan daerah operasi yang ada di 

Indonesia. 

Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember 

dimulai tingkat pusat yaitu Direktur Utama PT. Kereta Api  Indonesia (persero) yang 

berkedudukan di Bandung, dimana Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) tersebut membawai langsung beberapa Kepala Daerah Operasi  

(KADAOP). Masing-masing KADAOP di dalam melaksanakan tugasnya membawai 

langsung Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), sedangkan UPT dikepalai oleh masing-

masing Kepala Unit Pelaksana Tenis yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Kereta Api (persero) DAOP 9 

Jember, serta tugas dan wewenangnya dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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Adapun tugas dan wenangnya : 

1. Daerah Operasi 9 Jember mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas 

tercapainya Visi dan Misi perusahaan yang diselenggarakan melalui daerah 

Operasi di wilayah geografisnya, yaitu: 

a. Target pendapatan dan efisiensi biaya; 

b. Keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu; 

c. Kesiapan dan kehandalan sarana atau prasarana perkereta apian; 

d. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, termasuk kelestarian lingkungan; 

e. Optimalisasi sumberdaya Perusahaan; 

f. Terjalinnya operasi perjalanan Kereta Api serta keamanan dan ketertiban; 

g. Terkendalinya aktivitas operasi layanan konsumen, penjualan dan castomer 

care; 

h. Efektifitas penyelengaraan kerjasam atau kemitraan dengan pihak eksternal; 

i. Terjaganya perimbangan alokasi sumber daya terkait dengan angkutan Kereta 

Api jarak jauh  dan Kereta Api jarak pendek; 

j. Terkoordinasinya seluruh aktivitas operasi bisnis perkeretaapian, yang 

diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasi di 

Daerah Operasi maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh unit vertikal 

Kantor Pusat; 

k. Memastikan bahwa semua resiko pada proses bisnis di dalam lingkup Daerah 

Operasi diidentifikasi, diukur (assessed) dievaluasi, direspon atau dimitigasi, 

dikontrol dan dipantau dengan semestinya secara berkelanjutan; 

l.  Mewakili Perusahaan di wilayah geografisnya dalm hubungan dengan pihak 

eksternal sesuai lingkup tanggung jawab dan bisnis Daerah Operasi. 

Kepala Daerah Operasi 9 Jember dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung 

jawabnya, dibantu oleh beberapa Manager dan Junior Managre, yaitu: 

a. Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum; 
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b. Manager Keuangan; 

c. Manager Sarana; 

d. Manager Jalan Rel dan Jembatan; 

e. Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

f. Manager Operasi; 

g. Manager Komersial; 

h. Manager Pelelangan; 

i. Junior Manager Pusat Pengendalian Kereta Api; 

j. Junior Manager Hubungan Masyarakat Daerah; 

k. Junior Manager Hukum; 

2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum. 

Manager  Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peneingkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolahan resiko di seksinya; 

c. Menyusun program pengelolaan dan evaluasi kineja Sumber Daya Manusia 

(SDM); 

d. Mengelola Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan; 

e. Mengelola dokumen Perusahaan serta kegiatan administrasi kerumahtanggaan, 

protokoler dan umum; 

f. Pelaksanaan perawatan bangunan dinas di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.  

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Manager Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan Umum dibantu oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:  
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a) Junior Manager Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan pengelolaaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

meliputi: 

1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM); 

2) Administrasi dan sistem informasi Sumber Daya (SDM); 

3) Pembinaan atau pengembangan; 

4) Pelatihan; 

5) Sertifikasi serta pengendalian atau evaluasi kinerja Sumber Daya 

Masyarakat (SDM). 

b) Assistant Manager Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengamanan atau (HIPERKES); 

2) Ergonomi dan psikologi kerja; 

3) Melaksanakan pengujian kesehatan pegawai atau pejabat; 

4) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja;  

5) Perlindungan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dari berbagai 

peralatan kerja dan material yang bebahaya; 

6) Menyediakan bahan dan alat keselamatan kerja. 

c) Assistant Manager Dokumen dan kerumahtangaan, mempunyai tugas dan 

tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan atau penata dokumen perusahaan dan 

perundang-undangan perkeretaapian dan peraturan-peraturan releven 

lainnya; 

2) Melaksanakan kegiatan protokoler; 

3) Tata usaha; 

4) Pengadaan perlengkapan dan keperluan kantor dan Alat Tulis Kantor 

(ATK); 

5) Pencatatan barang-barang inventaris; 
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6) Pengaturan dan pelaksanaan transportasi (pool mobil) dan akomodasi 

perkantoran; 

7) Pengurusan wisma atau mess; 

8) Pengarsipan surat-menyurat dinas. 

d) Assistant Manager Perawatan Bangunan Dinas, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: merencanakan dan melaksanakan perawatan bangunan-

bangunan dinas (bangunan kantor, stasiun, rumah jabatan griya karya dan 

bangunan atau fasilitas pendukung operasi lainya) di Wilayah Daerah Operasi 

9 Jember. 

3. Seksi Keuangan  

Manager keuangan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tangung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi I jakarta; 

b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan  Daerah Operasi 

dan melaksanakan, mendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan 

anggaran. 

c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality imporovement) secara 

berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya; 

d. Membina pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah 

Operasi; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji 

pengawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada piahak ketiga serta 

penyelesaian dokumen analisa dan atau usaha  keuangan; 

f. Melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari perusahaan angkutan 

penumpang, barang dan perusahaan aset. 
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Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya manager Keuangan dibantu 

oleh seorang Junior Manager dan beberapa Assistant Manager, yaitu: 

a. Assistant Manager Penagihan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

melaksanakan penagiahan piutang usaha dari perusahaan angkutan penumpang, 

barang dan perusahaan aset; 

b. Assistant Manager Anggaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 

Daerah Operasi; 

2) Melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta 

pelaksanaan anggaran. 

c. Assistant Manager Akuntansi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi. 

d. Assistant Manager Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pajak; 

2) Pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai; 

3) Pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga; 

4) Penyelesaian Dokumen analisa dan tata usaha keuangan; 

5) Penerbitan Rekening. 

4. Seksi Sarana  

Manager Sarana, mempuanyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan denagn tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvment) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di seksinya; 

c. Menyusun program anggaran penyiapan saran Siap Operasi, perawatan rutin, 

pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan sarana (Lokomotif, Kereta dan 

Gerbong); 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 

 

 

d. Menyusun program penyiapan Lokomotif Siap Operasi, perawatan rutin dan 

pengendalian perawatan Lokomotif; 

e. Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong Siap Operasi, perawatan 

rutin dan pengendalian perawatan Kereta dan Gerbong; 

f.  Melaksanakan pemantauan, pengawasan pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis perawatan sarana, administrasi teknis perawatan sarana, 

keuangan dan pergudangan untuk seluruh wilayah Seksi Sarana Daerah 

Operasi 9 Jember; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada di bawah Seksi di Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sarana Daerah Operasi 9 Jember, terdiri 

dari:   

a. Assistant Manager Program Anggaran Sarana, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Menyusun program anggaran penyiapan sarana siap operasi; 

2) Perwatan rutin; 

3) Penegndalian dan evaluasi keinerja atau efisiensi anaggaran perawatan 

sarana (Lokomotif, Kereta, Gerbong). 

b. Assistant Manager Perawatan Lokomotif, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Lokomotif siap operasi; 

2) Perawatan rutin pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Lokomotif. 

c. Assistant Manager Kereta dan Gerbong, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong siap operasi; 

2) Perawatan rutin; 

3) Pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Kereta dan Gerbong. 
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5. Seksi Jalan Rel dan Jembatan, Manager Jalan Rel dan Jembatan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi yang kebiajakan yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di seksinya; 

c. Melakukan penyususnan program kerja atau anggaran dan pengendalian, serta 

evaluasi kineraja efektifitas atau efisisensi perawatan jalan rel, sepur samping 

dan jembatan; 

d. Melakukan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan 

sertya pemeliharaan kebaikan opersi jalan rel, sepur samping dan jembatan; 

e. Melaksanakan penyususna program kerja atau perencanaan teknis perawatan 

atau pemeliharaan dan pengoprasian sarana atau mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR) berikut fasilitas perawatannya serta evaluasi perawatan jalan rel, 

sepur samping dan jembatan. 

f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasab pemeriksaan dan pembinaan mutu 

teknis perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan, serta administrasi 

oprasional perwatan prasarana tersebut; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada dibawah Seksi Jalan Rel dan Jembatan di wilayahnya. 

Assistant Manager di bawah Manager Jalan Rel dan jembatan Daerah Operasi 9 

Jember, terdiri dari: 

a. Assistant Manager Program Jlan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyususnan; 

2) Pengendalian program kerja atau anggaran serta evaluasi kinerja afektifitas 

atau efesiaensi anggaran perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 
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b. Assistant Manager Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas 

pokok: 

1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis 

perwatan;   

2) Termasuk desain untuk penanganan perbaikan adarurat atau ringan; 

3) Pemeliharaan kebaikan operasi prasarana tersebut. 

c. Assistant Manager Fasilitas Sarana Perawatan Jalan Rel dan Jembatan dan 

atau Evaluasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyususnan program kerja dan perencanaan teknis 

perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian  Mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR), baik mesin berat maupun ringan; 

2) Fasilitas pemeliharaan atau perwatan sarana Mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR); fasilitas pemeliharaan atau perawatan jembatan serta evaluasi 

kinerja perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 

6. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik 

Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Meneruskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yangtelah di tetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 

c. Menyusun program anggran dan evaluasi kinerja perawatan Sinyal, 

Telekomunikasi dan Listrik; 

d. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Sinyal; 

e. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Telekomunikasi; 

f. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Listrik; 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 

 

 

g. Menjamin ketersediaan dan kenaikan peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan 

Listrik; 

h. Melaksakan peratuaran, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada di bawah seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di 

Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Daerah 

Operasi 9 Jember, terdiri dari: 

a. Assistant Manager Program dan Anggaran Perwatan SINTELIS, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: melkasnakan penyusunan program anggaran adan 

evaluasi kinerja perawartan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

b. Assistant Manager Perawatan Sinyal, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

melaksanakan penyusunan program perawatan Sinyal; 

c. Assistant Manager Perwatan Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: melaksanakn penyususnan program perwatan peralatan 

Telekomunikasi adan Listrik. 

7. Seksi Operasi  

Manager Operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategidan kebijakan yang berkaitan dengan tgas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualiatas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 

c. Melaksanakan pemantauan, penagwasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis operasi Stasiun dan dalam Kereta Api, administrasi teknis 

operasional adan keuangan diseluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Stasiun, 
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Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi dan 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengnedali Operasi Kereta Api pada wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

d. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lokomotif, Kereta dan gerbong 

yang siap operasi, merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan 

gerbong pengaturan dan evakuasi kinerja pelaksanaan program perjalanan 

kereta api, serta melaksanakan tata usaha Telekomunikasi atau Telegram 

Maklumat (TEM); 

e. Melaksanaka pemantauan dan penendalian keamanan dan ketertiban operasi (di 

atas kereta api dan di stasiun) dan di lingkungan Daerah Operasi; 

f. Melaksanakan pelayanan penegndalian operasi kereta api secara terpusat dan 

terpadu di wilayah Derah Operasi; 

g. Melaksanakan pelayanan operasi sarana teleekomunikasi dan pemberian 

informasi atau telegram; 

h. Melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan atau barang; 

i. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan angkutan kereta api; 

j. Menjalankan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang 

berada dibawah Seksi Operasi di Wilayahnya. 

Junior Manager Pusat Pengndalian Kereta Api (KA), mempunyai tugas dan 

tangungg jawab melaksanakan pengendalian: operasi kereta api, operasi saranadan 

operasi prasarana secara terpusat dan terpadu diseluruh lintas wilayah Daerah 

Operasi, melaksanakn evaluasi terhadap paerjalanan Kereta Api (KA), yang terdiri 

dari: 

a. Senior Supervisor Perancangan dan Evaluasi dan Tata Usaha mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakn penyiapan rencana pengendalian operasi kereta api; 

2) Mengevaluasi dan melaporkan statistik operasi kereta api; 

3) Maelaksanakan tata usaha dan pembinaan pegawai. 
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b. Senior Supervisor Pengendalian Operasi Kereta Api, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengendalian operasi kereta api: 

2) Melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan tugas-tugas PPKA atau 

berfungsi sebagi PPKT (Pengantar Perjalanan Kereta Api Terpusat) melalui 

komunikasi radio atau sluran atau fisik atau alat komunikasi lainnya. 

c. Senior Supervisor Operasi Radio yang mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pemantauan realisasi operasi kereta api; 

2) Melakukan koordinasi penanggulangan masalah dengan sektor-sektor terkait 

dengan menggunakan pesawat radio. 

d. Senior Supervisor Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab : 

1) Melaksnakan pemantauan; 

2) Pengendalian peredaran lokomotif; 

3) Kereta yang tidak sedang dalam perwatan di Depo Lokomotif dan Depo 

Kereta di Daerah Operasi. 

Assistant Manager dibawah Manager Operasi Daerah Operasi 9 Jember 

terdiri dari: 

a. Assisten Manager Perjalan Kereta Api, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kereta dan gerbong yang siap 

operasi; 

2) Merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong; 

3) Pengaturan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program perjalan kereta api; 

4) Malaksanakan tatat usaha Telekomunikasi atau Telegram Muklamat 

(TEM). 
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b. Assisten Manager Pelayanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

merncanakan, mnegndalikan dan mengevaluasi pelaksanaan peyanan di 

stasiun dan di atas Kereta Api. 

c. Assisten Manager Keamana dan Ketertiban, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksnakan pemantauan; 

2) Melaksanakan kpengendalian keamanan; 

3) Melaksanakan Ketertiban Operasi (di atas kereta api dan di  stasiun); 

4) Dilingkungan Daerah Operasi termasuk penegamnan aset perusahaan; 

5) Melaksanakn pembinaaan terhadap POLSUSKA. 

d. Assisten Manager Operasi Saran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Menyusun perencanaan dinasan Masinis atau Assisten Masinis; 

2) Perencanaan dinasn Sarana; 

3) Melaksanakan evaluasi dinasan Masinis atau Assisten Masinis dan Sarana; 

4) Pembinaan Masinis atau Assisten Masinis. 

8. Seksi Komersial 

Manager Komersial, Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

tugasdan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor pusat, di wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolaan resiko di seksinya. 

c. Melaksanakan perusahaan jasa angnkutan penumpang, angkutan barang dan 

perusahaan asset; 

d. Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang: melakukan survei/riset 

pemasaran pembangunan produk atau jasa termasuk pemaketan layanan, 

pengelolaan basis data pemasaran, pembuatan peramalan program penjualan, 

dan evaluasinya, menjaga administrasi pentarifan, melakukan pemantuan 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 

 

 

pelayanan, melaksanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran, 

mengelola logistik penjuaan angkutan penumpang, mengelola saluran 

distribusi, keagenan, pelanggan korprat dan paket perjalanan atau wisata; 

e. Mengelola costumer care dan costumer retention, termasuk penyelesaian 

klaim asuransi, servic recovery serta penanganan insiden yang menimpa 

pengguna jasa; 

f.  Mengusahakan asset stasiaun dan sarana, mengelola perusahaan asset Right 

of  Way dan asset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan 

pengendalian peruahaan asset dan kerjasama operasi; 

g. Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hard ware dan 

jaringan yang mendukung implementasi softwarenya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Manager Komersial dibantu 

oleh beberapa Assisten Manager, yaitu: 

a. Assisten Manager Angkutan Penumpamg dan Custumer Care, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan penumpang; 

2) Melakukan survei riset pemasaran pengembangan produk atau jasa 

termasuk pemaketan layanan. 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melakssanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran; 

9) Mengelola logistik penjualan angkuatan penumpang; 

10) Mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket 

perjalanan atau wisata; 
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11) Melakukan pelayaan angkutan dinas termasuk pelayanan 

KBD/KAD/SAD/SAC/Karsus; 

12) Mengelola costumer care, costumer retention, call center; 

13) Pelayanan informasi di stasiun; 

14) Pengelolaan kotak sarana; 

15) Pelayanan keluhan pelanggan; 

16) Pemantauan website; 

17) Pengelolaan data base pelanggan; 

18) Penyelesaian klaim asuransi; 

19) Service recovery 

20) Penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa.  

b.  Assisten Manager Angkutan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan barang; 

2) Melakukan survei atau riset pemasaran pengembangan produk atau jasa; 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melaksanakan strategi promosi dan kominikasi pemasaran; 

9) Melaksanakan pelayanan angkutan barang dinas. 

c. Assisten Manager Perusahaan Aset, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Atas penggunaan asset stasiun dan sarana; 

2) Perusahaan asset Right of Way (ROW) dan aset di luar stasiun, 

perencanaan, dan evaluasi; 

3) Pengendalian perusahaan assset dan kerjasama operasi. 

d. Assisten Manager Sistem Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
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1) Perencanaan program; 

2) Pelaksanaan perawatan hard ware; 

3) Jaringan yang mendukung implementasi system informasi yang ada di 

wilayahnya; 

4) Mendukung implementasi software-nya. 

9. Pelelangan 

Manager Pelelangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah diteapkan dikantor pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Menyiapakan kelengkapan dokumen lelang; 

c. Melaksanakan pelelangan dan penatausahaan administrasi pelelangan. 

10. Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA) 

Junior Manager Hubungan Masyarakat daerah, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Melaksanakan fungsi Corporate Image Building; 

c. Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) dan 

menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan; 

d. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilyahnya. 

11. Hukum 

Junior Manager Hukum, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 
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b. Memberikan pertimbangan dan pendampingan atau bantuan hukum di dalam 

dan diluar pengadilan serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan 

bagi pegawai atau pejabat di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember. 

c. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait. 

Para Kepala Satuan Organisasi di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember adalah pemimin disatuan organisasi masing-masing, untuk 

itu mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Berkewajiban untuk memimpin, membina, mengarahkan, mengawasi secara 

melekat (WASKAT), memberiakn keteladana, bimbingan, dan petunjuk 

untuk kelancaran tugas terhadap bawahan masing-masing. 

b. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilaksanakan oleh karean 

kepemimpinannya baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Setiap pemimpin organisasi berkewajiban untuk selalu mengikuti dan mentaaati 

petunjuk pelaksanan teknis, prosedur kerja, reglemen (peraturan dinas) dan peraturan 

umum yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasn masing-masing, serta selalu 

menyampaikan laporan berkala kepada atasannya secara tepat waktu. 

Para Kepala Satuan Organisasi wajib menganalisis dan mengelola setiap laporan 

yang disampaikan oleh bawahan sebagi bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

dan penanganan permasalahan di unit kerjanya, pemberian pengarahan atau petunjuk 

lebuh lanjut kepad bawahan serta penyusunan laporan kepad atasan. 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tebusan laporan wajib disampaikan 

kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya para Kepala Satuan Organisasi 

wajib berpedoman kepada uraian jabatan (Job Description) dan peraturan-peraturan 

yang masih berlaku.  
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Sejarah Singkat Perusahaan  

Perkeretaapian di Indonesia mulai berkembang sejak masa penjajahan 

Belanda hingga sekarang, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

3.1.1 Jaman Pemerintahan Belanda 

Jaman kereta api pertama dibangun oleh NIS (Nederlands Indische 

Spoorwegown Maatschappij), antar Semarang Keminjen-Tanggung sejauh kira-kira 

26 km, denagan lebar kereta api 1,435 mm. Pembangunannya dimulai pada tahun 

1884 dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1864. Pembangunan jalan 

baja dilanjutkan ke jalur-jalur lainnya, serta diikuti oleh perusahaan-perusahaan 

swasta tersebut diseluruh pulau Jawa. Keberhasilan swasta, NIS membangun jalan 

KA antara Semarang-Tanggung dan kemudian dapat menghubungkan kota 

Semarang-Surakarta sejauh 110 km. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api 

tersebut mendorong minat perusahaan lain untuk membangun jalur kereta api 

didaerah lain. 

3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang  

Pada tanggal 8 Maret 1984 Jepang berhasil mengalahkan pemerintahan 

Belanda dalam rangka pelaksanaan politik Asia Timur Raya. Pada masa penjajahan 

Jepang panjang rel kereta api yang sebelumnya 6.811 km berkurang menjadi 5.910, 

hal tersebut terjadi karena dibongkar dan diangkut ke Burma untuk pembangunan 

jalan kereta api disana. Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar 

sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh)dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram 

kota.  Jalan rel yang dibongkar pada masa penjajahan Jepang sepanjang 473 k, 

sedangkan jalan kereta api yang dibangun pada masa Jepang adalah 83 km antara 

Bayah-Cikara dan 220 km antara Muaro-Pekanbaru.  
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3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, setelah 

Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oeleh sekutu dan berakibat sangat 

mengerikan. Merupakan saat yang baik bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terjadi pengambil alihan 

pimpinanan pusat perkeretaapian pada tanggal 28 Agustus 1945 yang kemudian 

dijadikan sejarah berdirinya perkereta apian Indonesia dengan nama DKARI 

(Djawatan Kereta Api Indonesia). 

Kereta api pada masa tersebut berfungsi sebagai alat angkutan pokok baik 

untuk angkutan penumpang maupun barang, karena angkutan lainnya mengalami 

kesulitan bahan bakar. Dengan demikian peranan kereta api pada masa Proklamasi 

Kemerdekaan sangat penting bagi pengangkutan peralatan dan keperluan perang 

lainnya. Pemerintahan pusat pada waktu itu hijrah dari jakarta ke Yogyakarta juga 

menggunakan kereta api.  

3.1.4 Periode Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) 

Sejarah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 

1945, perusahaan-perusahaan yang dahulu dimiliki oleh Belanda tidak serta-merta 

jatuh ketangan Indonesia. Pada waktu itu Belanda berkeinginan agara perusahaan 

yang kelak disebut Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi target pertama yang hendak 

disebut sekutu lalu dikembalikan ke Staatsspoorwegen (SS). Pada tanggal 2 

September 1945 Angkatan Pemoeda Indonesia (API) menyelenggarakan pertemuan 

dengan group revolusioner dari buruh DKA. Untuk menyelenggarakan pertemuan 

tersebut tenaga revolusioner API diperbentakan di DKA untuk menyiapkan aksi 

perebutan. Tapi, sejak tanggal 13 Desember 1957 semua perusahaan kereta api milik 

swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 86 Tahun 1957 mengenai nasiaonalisme perusahaan milik Belanda, 

sedangkan seluruh perkeretaapian di Indonesia digabung dalam satu jawatan dengan 
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nama Djawatan Kereta Api (DKA). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1959 khusus untuk Jawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 1959 khusus untuk daerah Sumatra Utara. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan negara, yang pelaksanaannya dimulai 

tanggal 1 Januari 1965.  

3.1.5 Sesudah Tahun 1970  

Guna menyehatkan perusahaan pada tahun 1971, PNKA diakhiri dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Perihal  bentuk-bentuk perusahaan 

negara, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, yang terhitung mulai 

tanggal 5 September 1971 bentuk PNKA dialihkan dalam bentuk PERJAN dengan  

nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Namun peraturan pelaksanaannya 

dalam rangka penempatan baru dituangkan dengan Surat Ketetapan Mentri  

Perhubungan Republik Indonesia No. KM/73/PHB 75 tanggal 17 Maret 1975, perihal 

kedudukan pokok, susunan organisasi dan kerja PJKA, antara lain telah dipersiapkan 

struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk sususnan PERUMKA kemudian 

perkeretaapian mulai berangsur berbenah diri. Sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui 

Keputusan Mentri Perhubungan No. KM/42 Tahun 1988 mulai berlaku struktur 

organisasi yang baru, dimana PJKA terbagi atas: 

a. Kantor Pusat; 

b. Wilayah Usaha Jawa; 

c. Eksploitasi Sumatra Utara; 

d. Eksploitasi Sumatra Barat; 

e. Eksploitasi Sumatra Selatan. 

Terjadinya perubahan-perubahan organisasi tersebut, maka luas atau keluasan 

organisasi malah semakin sempit. Adapun fungsi dari prubahan PERUMKA adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan angkutan umum di atas rel secara masal, tertib dan teratur; 
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b. Melaksanakan ankutan sebagai penunjang angkutan di atas rel kereta api; 

c. Menyelenggarakan jasa pelengkap yang berhubungan dan penunjang tugas 

pokok tersebut; 

d. Mengajukan tarif yang wajar sesuai dengan asas-asas perusahaan tanpa 

meninggalkan fungsi pelayanan umum; 

e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur jawatan kereta api; 

f. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku; 

g. Pengamanan teknis atas pelayanan tugas pokoknya sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan kereta api dalam kedudukannya sebagai perusahaan lambat laun 

harus mebiayai diri sendri dan tidak tergantung pada subsidi pemerintah. Dalam 

rangka pelimpahan sebagi wewenang dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 

1990, tanggal 30 Oktober 1999 PJKA diubah bentuknya menjadi PERUMKA, 

diharapkan perkeretaapian Indonesia maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi. 

3.1.6 Tahun 1999 Sampai Sekarang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang peralihan 

bentuk (Perum) kereta api menjadi (Persero) dan akte Notaris Imas Fatimah, SH serta 

No. 2 Tanggal 1 Juli 1999 dengan berubahnya status PERUMKA menjadi Persero 

diharapkan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanannya kepada 

penumpang kereta api dan tidak mengecewakan. 
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3.2 Profil Singkat PT. Kereta Api  Indonesia (PERSERO) 

3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan  

 Visi perusahaan: 

 Penyedia jasa transportasi kereta api sebagai pilihan utama dengan: 

a. Seluruh lapisan msyarakat adalah pelanggan; 

b. Berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan; 

c. Pelopor dalam pembangunan dan berwawasan lingkungan; 

d. Karyawan bangga dan sejahtera; 

e. Keuangan perusahaan sehat. 

Misi perusahaan: 

a. Mewujudkan alat tranportasi yang bersifat masal untuk pertumbuhan ekonomi 

serta menunjang pembangunan sektor lain dengan pemertaannya; 

b. Mampu menghidupkan diri sendiri dalam memupuk keuntungan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

3.2.2 Tugas dan Fungsi PT. Kereta Api  Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember  

Daerah operasional 9 Jember mempunyai tugas pokok menyelanggarakan 

pengusaha angkutan kereta api, serta merumuskan dan menyusun, program 

pembinaan dan penegendalian pelaksanaan angkutan penumpang dan atau barang di 

Wilayah Daerah Operasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, daerah DAOP 9 

Jember mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan Sumbedaya Manusia (SDM), administrasi kerumahtanggaan dan 

umum, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengujian, pengendalian dan 

pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES) dan keselamatan 

kerja; 

b. Pendayagunaan keuangan, serta pelaksanaan dan pembinaan anggaran 

akuntansi;  

c. Pemeriksaan kas negara; 
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d. Pelaksanaan hubungan masyarakat di daerah; 

e. Pemeliharaan dan pengendalian jalan dan rel; 

f. Pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pemasaran; 

g. Pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik. 

 

3.2.3 Makna Karakter  Logo Kereta Api 

Logo atau lambang suatu perusahaan memiliki makna khusus yang dapat 

mengambarkan kegiatan perusahaan dan juga menyiratkan ciri khas perusahaan 

secarah utuh. Berikut ini akan dijelaskan makna karakter logo kereta api: 

 

 

Gambar 3.1 Logo Kereta Api 

Tiga garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT. KAI  dalam 

mencapai Visi dan Misinya. Dua Garis waena orange melambangkan proses 

Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal 

dan eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus 

dimiliki insan PT. KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. Satu Garis lengkug 

berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam 

memberikan nilai tambah ke stakeholders. (Inovasi dilakukan dengan sangat sinergi 

disemua bidang dan dimulai dalam hal yang paling kecil sehingga dapat melesat).  
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3.2.4 Lokasi dan Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 9 Jember 

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan 

yang cermat terhadap semua faktor yang memepengaruhi peranan penting terhadap 

berhasil tidaknya operasi perusahaan. Lokasi perusahaan dibedakan menjadi dua 

pengertian: 

a. Tempat kedudukan perusahaan yaitu tempat dimana perud\sahaan yang 

bersangkutan berada; 

b. Tempat kediaman perusahaan yaitu tempat dimana perusahaan melakukan 

aktivitasnya.  

PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember berlokasi diajalan Dahlia 

No. 2 Kelurahan Jember Lor, kecamatan Parang, kabupaten Jember. Kedudukannya 

berada didaerah administrasi Jember Berada di lintas utara yang menhubungkan kota 

Surabaya dan kota Banyuwangi. Menurut keadaan geografis terletak pada 113 derajat 

BT dan 8 derajat BB LS serta pada ketinggian kurang lebih 83 m diatas permukaan 

laut. 

Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 9 Jember meliputi 

kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan atau sampai Panarukan, 

yang terbagi menjadi dua lintas yaitu: 

a. Lintas Raya  

Lintas Raya terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember sampai 

Banyuwangi ditambah lagi lintas baru mulai dari Kabat sampai Banyuwangi 

Baru. 

b. Lintas Cabang Lintas 

Cabang lintas terdiri dari stasiun Kalisat sampai Panarukan-Situbondo yang 

saat ini tidak beroperasi lagi. 
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Lusa wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember meliputi 

209.652 km lintas raya, 222.525 lintas cabang dan panjang jaringan rel kereta api 

kurang lebih 340,5. 
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3.3 Struktur Organisasi 

 Organisasi adalah bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang 

berdasarkan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tuajuan tertentu. Organisasi 

merupakan bentuk kerjasama dimana terdapat konfigurasi yang disebut struktur 

bentuk organisasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember adalah 

organisasi garis, yang merupakan salah satu sembilan daerah operasi yang ada di 

Indonesia. 

Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember 

dimulai tingkat pusat yaitu Direktur Utama PT. Kereta Api  Indonesia (persero) yang 

berkedudukan di Bandung, dimana Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) tersebut membawai langsung beberapa Kepala Daerah Operasi  

(KADAOP). Masing-masing KADAOP di dalam melaksanakan tugasnya membawai 

langsung Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), sedangkan UPT dikepalai oleh masing-

masing Kepala Unit Pelaksana Tenis yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Kereta Api (persero) DAOP 9 

Jember, serta tugas dan wewenangnya dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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Adapun tugas dan wenangnya : 

1. Daerah Operasi 9 Jember mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas 

tercapainya Visi dan Misi perusahaan yang diselenggarakan melalui daerah 

Operasi di wilayah geografisnya, yaitu: 

a. Target pendapatan dan efisiensi biaya; 

b. Keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu; 

c. Kesiapan dan kehandalan sarana atau prasarana perkereta apian; 

d. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, termasuk kelestarian lingkungan; 

e. Optimalisasi sumberdaya Perusahaan; 

f. Terjalinnya operasi perjalanan Kereta Api serta keamanan dan ketertiban; 

g. Terkendalinya aktivitas operasi layanan konsumen, penjualan dan castomer 

care; 

h. Efektifitas penyelengaraan kerjasam atau kemitraan dengan pihak eksternal; 

i. Terjaganya perimbangan alokasi sumber daya terkait dengan angkutan Kereta 

Api jarak jauh  dan Kereta Api jarak pendek; 

j. Terkoordinasinya seluruh aktivitas operasi bisnis perkeretaapian, yang 

diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasi di 

Daerah Operasi maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh unit vertikal 

Kantor Pusat; 

k. Memastikan bahwa semua resiko pada proses bisnis di dalam lingkup Daerah 

Operasi diidentifikasi, diukur (assessed) dievaluasi, direspon atau dimitigasi, 

dikontrol dan dipantau dengan semestinya secara berkelanjutan; 

l.  Mewakili Perusahaan di wilayah geografisnya dalm hubungan dengan pihak 

eksternal sesuai lingkup tanggung jawab dan bisnis Daerah Operasi. 

Kepala Daerah Operasi 9 Jember dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung 

jawabnya, dibantu oleh beberapa Manager dan Junior Managre, yaitu: 

a. Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum; 
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b. Manager Keuangan; 

c. Manager Sarana; 

d. Manager Jalan Rel dan Jembatan; 

e. Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

f. Manager Operasi; 

g. Manager Komersial; 

h. Manager Pelelangan; 

i. Junior Manager Pusat Pengendalian Kereta Api; 

j. Junior Manager Hubungan Masyarakat Daerah; 

k. Junior Manager Hukum; 

2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum. 

Manager  Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peneingkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolahan resiko di seksinya; 

c. Menyusun program pengelolaan dan evaluasi kineja Sumber Daya Manusia 

(SDM); 

d. Mengelola Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan; 

e. Mengelola dokumen Perusahaan serta kegiatan administrasi kerumahtanggaan, 

protokoler dan umum; 

f. Pelaksanaan perawatan bangunan dinas di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.  

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Manager Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan Umum dibantu oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:  
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a) Junior Manager Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan pengelolaaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

meliputi: 

1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM); 

2) Administrasi dan sistem informasi Sumber Daya (SDM); 

3) Pembinaan atau pengembangan; 

4) Pelatihan; 

5) Sertifikasi serta pengendalian atau evaluasi kinerja Sumber Daya 

Masyarakat (SDM). 

b) Assistant Manager Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengamanan atau (HIPERKES); 

2) Ergonomi dan psikologi kerja; 

3) Melaksanakan pengujian kesehatan pegawai atau pejabat; 

4) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja;  

5) Perlindungan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dari berbagai 

peralatan kerja dan material yang bebahaya; 

6) Menyediakan bahan dan alat keselamatan kerja. 

c) Assistant Manager Dokumen dan kerumahtangaan, mempunyai tugas dan 

tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan atau penata dokumen perusahaan dan 

perundang-undangan perkeretaapian dan peraturan-peraturan releven 

lainnya; 

2) Melaksanakan kegiatan protokoler; 

3) Tata usaha; 

4) Pengadaan perlengkapan dan keperluan kantor dan Alat Tulis Kantor 

(ATK); 

5) Pencatatan barang-barang inventaris; 
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6) Pengaturan dan pelaksanaan transportasi (pool mobil) dan akomodasi 

perkantoran; 

7) Pengurusan wisma atau mess; 

8) Pengarsipan surat-menyurat dinas. 

d) Assistant Manager Perawatan Bangunan Dinas, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: merencanakan dan melaksanakan perawatan bangunan-

bangunan dinas (bangunan kantor, stasiun, rumah jabatan griya karya dan 

bangunan atau fasilitas pendukung operasi lainya) di Wilayah Daerah Operasi 

9 Jember. 

3. Seksi Keuangan  

Manager keuangan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tangung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi I jakarta; 

b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan  Daerah Operasi 

dan melaksanakan, mendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan 

anggaran. 

c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality imporovement) secara 

berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya; 

d. Membina pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah 

Operasi; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji 

pengawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada piahak ketiga serta 

penyelesaian dokumen analisa dan atau usaha  keuangan; 

f. Melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari perusahaan angkutan 

penumpang, barang dan perusahaan aset. 
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Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya manager Keuangan dibantu 

oleh seorang Junior Manager dan beberapa Assistant Manager, yaitu: 

a. Assistant Manager Penagihan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

melaksanakan penagiahan piutang usaha dari perusahaan angkutan penumpang, 

barang dan perusahaan aset; 

b. Assistant Manager Anggaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 

Daerah Operasi; 

2) Melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta 

pelaksanaan anggaran. 

c. Assistant Manager Akuntansi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi. 

d. Assistant Manager Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pajak; 

2) Pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai; 

3) Pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga; 

4) Penyelesaian Dokumen analisa dan tata usaha keuangan; 

5) Penerbitan Rekening. 

4. Seksi Sarana  

Manager Sarana, mempuanyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan denagn tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvment) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di seksinya; 

c. Menyusun program anggaran penyiapan saran Siap Operasi, perawatan rutin, 

pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan sarana (Lokomotif, Kereta dan 

Gerbong); 
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d. Menyusun program penyiapan Lokomotif Siap Operasi, perawatan rutin dan 

pengendalian perawatan Lokomotif; 

e. Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong Siap Operasi, perawatan 

rutin dan pengendalian perawatan Kereta dan Gerbong; 

f.  Melaksanakan pemantauan, pengawasan pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis perawatan sarana, administrasi teknis perawatan sarana, 

keuangan dan pergudangan untuk seluruh wilayah Seksi Sarana Daerah 

Operasi 9 Jember; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada di bawah Seksi di Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sarana Daerah Operasi 9 Jember, terdiri 

dari:   

a. Assistant Manager Program Anggaran Sarana, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Menyusun program anggaran penyiapan sarana siap operasi; 

2) Perwatan rutin; 

3) Penegndalian dan evaluasi keinerja atau efisiensi anaggaran perawatan 

sarana (Lokomotif, Kereta, Gerbong). 

b. Assistant Manager Perawatan Lokomotif, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Lokomotif siap operasi; 

2) Perawatan rutin pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Lokomotif. 

c. Assistant Manager Kereta dan Gerbong, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong siap operasi; 

2) Perawatan rutin; 

3) Pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Kereta dan Gerbong. 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


53 

 

 

5. Seksi Jalan Rel dan Jembatan, Manager Jalan Rel dan Jembatan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi yang kebiajakan yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di seksinya; 

c. Melakukan penyususnan program kerja atau anggaran dan pengendalian, serta 

evaluasi kineraja efektifitas atau efisisensi perawatan jalan rel, sepur samping 

dan jembatan; 

d. Melakukan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan 

sertya pemeliharaan kebaikan opersi jalan rel, sepur samping dan jembatan; 

e. Melaksanakan penyususna program kerja atau perencanaan teknis perawatan 

atau pemeliharaan dan pengoprasian sarana atau mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR) berikut fasilitas perawatannya serta evaluasi perawatan jalan rel, 

sepur samping dan jembatan. 

f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasab pemeriksaan dan pembinaan mutu 

teknis perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan, serta administrasi 

oprasional perwatan prasarana tersebut; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada dibawah Seksi Jalan Rel dan Jembatan di wilayahnya. 

Assistant Manager di bawah Manager Jalan Rel dan jembatan Daerah Operasi 9 

Jember, terdiri dari: 

a. Assistant Manager Program Jlan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyususnan; 

2) Pengendalian program kerja atau anggaran serta evaluasi kinerja afektifitas 

atau efesiaensi anggaran perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 
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b. Assistant Manager Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas 

pokok: 

1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis 

perwatan;   

2) Termasuk desain untuk penanganan perbaikan adarurat atau ringan; 

3) Pemeliharaan kebaikan operasi prasarana tersebut. 

c. Assistant Manager Fasilitas Sarana Perawatan Jalan Rel dan Jembatan dan 

atau Evaluasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyususnan program kerja dan perencanaan teknis 

perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian  Mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR), baik mesin berat maupun ringan; 

2) Fasilitas pemeliharaan atau perwatan sarana Mesin Perawatan Jalan Rel 

(MPJR); fasilitas pemeliharaan atau perawatan jembatan serta evaluasi 

kinerja perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 

6. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik 

Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Meneruskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yangtelah di tetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 

c. Menyusun program anggran dan evaluasi kinerja perawatan Sinyal, 

Telekomunikasi dan Listrik; 

d. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Sinyal; 

e. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Telekomunikasi; 

f. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Listrik; 
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g. Menjamin ketersediaan dan kenaikan peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan 

Listrik; 

h. Melaksakan peratuaran, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada di bawah seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di 

Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Daerah 

Operasi 9 Jember, terdiri dari: 

a. Assistant Manager Program dan Anggaran Perwatan SINTELIS, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: melkasnakan penyusunan program anggaran adan 

evaluasi kinerja perawartan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

b. Assistant Manager Perawatan Sinyal, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

melaksanakan penyusunan program perawatan Sinyal; 

c. Assistant Manager Perwatan Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: melaksanakn penyususnan program perwatan peralatan 

Telekomunikasi adan Listrik. 

7. Seksi Operasi  

Manager Operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategidan kebijakan yang berkaitan dengan tgas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualiatas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 

c. Melaksanakan pemantauan, penagwasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis operasi Stasiun dan dalam Kereta Api, administrasi teknis 

operasional adan keuangan diseluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Stasiun, 
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Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi dan 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengnedali Operasi Kereta Api pada wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

d. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lokomotif, Kereta dan gerbong 

yang siap operasi, merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan 

gerbong pengaturan dan evakuasi kinerja pelaksanaan program perjalanan 

kereta api, serta melaksanakan tata usaha Telekomunikasi atau Telegram 

Maklumat (TEM); 

e. Melaksanaka pemantauan dan penendalian keamanan dan ketertiban operasi (di 

atas kereta api dan di stasiun) dan di lingkungan Daerah Operasi; 

f. Melaksanakan pelayanan penegndalian operasi kereta api secara terpusat dan 

terpadu di wilayah Derah Operasi; 

g. Melaksanakan pelayanan operasi sarana teleekomunikasi dan pemberian 

informasi atau telegram; 

h. Melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan atau barang; 

i. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan angkutan kereta api; 

j. Menjalankan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang 

berada dibawah Seksi Operasi di Wilayahnya. 

Junior Manager Pusat Pengndalian Kereta Api (KA), mempunyai tugas dan 

tangungg jawab melaksanakan pengendalian: operasi kereta api, operasi saranadan 

operasi prasarana secara terpusat dan terpadu diseluruh lintas wilayah Daerah 

Operasi, melaksanakn evaluasi terhadap paerjalanan Kereta Api (KA), yang terdiri 

dari: 

a. Senior Supervisor Perancangan dan Evaluasi dan Tata Usaha mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakn penyiapan rencana pengendalian operasi kereta api; 

2) Mengevaluasi dan melaporkan statistik operasi kereta api; 

3) Maelaksanakan tata usaha dan pembinaan pegawai. 
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b. Senior Supervisor Pengendalian Operasi Kereta Api, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengendalian operasi kereta api: 

2) Melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan tugas-tugas PPKA atau 

berfungsi sebagi PPKT (Pengantar Perjalanan Kereta Api Terpusat) melalui 

komunikasi radio atau sluran atau fisik atau alat komunikasi lainnya. 

c. Senior Supervisor Operasi Radio yang mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pemantauan realisasi operasi kereta api; 

2) Melakukan koordinasi penanggulangan masalah dengan sektor-sektor terkait 

dengan menggunakan pesawat radio. 

d. Senior Supervisor Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab : 

1) Melaksnakan pemantauan; 

2) Pengendalian peredaran lokomotif; 

3) Kereta yang tidak sedang dalam perwatan di Depo Lokomotif dan Depo 

Kereta di Daerah Operasi. 

Assistant Manager dibawah Manager Operasi Daerah Operasi 9 Jember 

terdiri dari: 

a. Assisten Manager Perjalan Kereta Api, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kereta dan gerbong yang siap 

operasi; 

2) Merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong; 

3) Pengaturan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program perjalan kereta api; 

4) Malaksanakan tatat usaha Telekomunikasi atau Telegram Muklamat 

(TEM). 
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b. Assisten Manager Pelayanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

merncanakan, mnegndalikan dan mengevaluasi pelaksanaan peyanan di 

stasiun dan di atas Kereta Api. 

c. Assisten Manager Keamana dan Ketertiban, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksnakan pemantauan; 

2) Melaksanakan kpengendalian keamanan; 

3) Melaksanakan Ketertiban Operasi (di atas kereta api dan di  stasiun); 

4) Dilingkungan Daerah Operasi termasuk penegamnan aset perusahaan; 

5) Melaksanakn pembinaaan terhadap POLSUSKA. 

d. Assisten Manager Operasi Saran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Menyusun perencanaan dinasan Masinis atau Assisten Masinis; 

2) Perencanaan dinasn Sarana; 

3) Melaksanakan evaluasi dinasan Masinis atau Assisten Masinis dan Sarana; 

4) Pembinaan Masinis atau Assisten Masinis. 

8. Seksi Komersial 

Manager Komersial, Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

tugasdan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor pusat, di wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolaan resiko di seksinya. 

c. Melaksanakan perusahaan jasa angnkutan penumpang, angkutan barang dan 

perusahaan asset; 

d. Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang: melakukan survei/riset 

pemasaran pembangunan produk atau jasa termasuk pemaketan layanan, 

pengelolaan basis data pemasaran, pembuatan peramalan program penjualan, 

dan evaluasinya, menjaga administrasi pentarifan, melakukan pemantuan 
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pelayanan, melaksanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran, 

mengelola logistik penjuaan angkutan penumpang, mengelola saluran 

distribusi, keagenan, pelanggan korprat dan paket perjalanan atau wisata; 

e. Mengelola costumer care dan costumer retention, termasuk penyelesaian 

klaim asuransi, servic recovery serta penanganan insiden yang menimpa 

pengguna jasa; 

f.  Mengusahakan asset stasiaun dan sarana, mengelola perusahaan asset Right 

of  Way dan asset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan 

pengendalian peruahaan asset dan kerjasama operasi; 

g. Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hard ware dan 

jaringan yang mendukung implementasi softwarenya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Manager Komersial dibantu 

oleh beberapa Assisten Manager, yaitu: 

a. Assisten Manager Angkutan Penumpamg dan Custumer Care, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan penumpang; 

2) Melakukan survei riset pemasaran pengembangan produk atau jasa 

termasuk pemaketan layanan. 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melakssanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran; 

9) Mengelola logistik penjualan angkuatan penumpang; 

10) Mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket 

perjalanan atau wisata; 
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11) Melakukan pelayaan angkutan dinas termasuk pelayanan 

KBD/KAD/SAD/SAC/Karsus; 

12) Mengelola costumer care, costumer retention, call center; 

13) Pelayanan informasi di stasiun; 

14) Pengelolaan kotak sarana; 

15) Pelayanan keluhan pelanggan; 

16) Pemantauan website; 

17) Pengelolaan data base pelanggan; 

18) Penyelesaian klaim asuransi; 

19) Service recovery 

20) Penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa.  

b.  Assisten Manager Angkutan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan barang; 

2) Melakukan survei atau riset pemasaran pengembangan produk atau jasa; 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melaksanakan strategi promosi dan kominikasi pemasaran; 

9) Melaksanakan pelayanan angkutan barang dinas. 

c. Assisten Manager Perusahaan Aset, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Atas penggunaan asset stasiun dan sarana; 

2) Perusahaan asset Right of Way (ROW) dan aset di luar stasiun, 

perencanaan, dan evaluasi; 

3) Pengendalian perusahaan assset dan kerjasama operasi. 

d. Assisten Manager Sistem Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
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1) Perencanaan program; 

2) Pelaksanaan perawatan hard ware; 

3) Jaringan yang mendukung implementasi system informasi yang ada di 

wilayahnya; 

4) Mendukung implementasi software-nya. 

9. Pelelangan 

Manager Pelelangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah diteapkan dikantor pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Menyiapakan kelengkapan dokumen lelang; 

c. Melaksanakan pelelangan dan penatausahaan administrasi pelelangan. 

10. Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA) 

Junior Manager Hubungan Masyarakat daerah, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Melaksanakan fungsi Corporate Image Building; 

c. Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) dan 

menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan; 

d. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilyahnya. 

11. Hukum 

Junior Manager Hukum, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 
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b. Memberikan pertimbangan dan pendampingan atau bantuan hukum di dalam 

dan diluar pengadilan serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan 

bagi pegawai atau pejabat di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember. 

c. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait. 

Para Kepala Satuan Organisasi di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember adalah pemimin disatuan organisasi masing-masing, untuk 

itu mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Berkewajiban untuk memimpin, membina, mengarahkan, mengawasi secara 

melekat (WASKAT), memberiakn keteladana, bimbingan, dan petunjuk 

untuk kelancaran tugas terhadap bawahan masing-masing. 

b. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilaksanakan oleh karean 

kepemimpinannya baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Setiap pemimpin organisasi berkewajiban untuk selalu mengikuti dan mentaaati 

petunjuk pelaksanan teknis, prosedur kerja, reglemen (peraturan dinas) dan peraturan 

umum yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasn masing-masing, serta selalu 

menyampaikan laporan berkala kepada atasannya secara tepat waktu. 

Para Kepala Satuan Organisasi wajib menganalisis dan mengelola setiap laporan 

yang disampaikan oleh bawahan sebagi bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

dan penanganan permasalahan di unit kerjanya, pemberian pengarahan atau petunjuk 

lebuh lanjut kepad bawahan serta penyusunan laporan kepad atasan. 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tebusan laporan wajib disampaikan 

kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya para Kepala Satuan Organisasi 

wajib berpedoman kepada uraian jabatan (Job Description) dan peraturan-peraturan 

yang masih berlaku.  
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya (A.Md) Perpajakan yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa Diploma III 

Perpajakan Universitas Jember. Syarat seorang Mahasiswa untuk melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan sedikitnya 100 SKS, jika kurang 

darai 100 SKS, maka mahasiswa tersebut tidak bisa melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah laporan hasil 

Studi dan Program Rencana Studi di program oleh Mahasiswa  yang akan 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata, karena itu Praktek Kerja Nyata harus sesusai 

dengan kurikulum program studi yang telah ditetapkan oleh Ketua Prodi. Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu 

kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak 

sebagai karyawan perusahaan. 

Untuk melaksanakn Praktek Kerja Nyata kali ini dilakukan pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember di bagian pengadaan barang dan jasa. 

Dimulai 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 dalam jangka waktu 1 

bulan. Dalam Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap 

kegiatan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember sebagai BUMN 

yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis 

lakukan adalah penelitian terhadap “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan barang Sinyal 

Telekomunikasi dan Listrik (SINTELIS) PT. (Persero) Kereta Api Indonesia 

Daop 9.” 

Sebelum penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi 

proses pengurusan administrasi sebagi syarat dalam melakukan kegiatan-kegiatan 
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Praktek Kerja Nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun 

tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 

Tempat pelaksanan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah badan-badan usaha yaitu 

BUMN, BUMD atau BUMS denagn berbagai bidang usaha. 

2. Setelah mendapat tempat untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata 

diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan 

untuk dijadikan tempat pelaksanaan praktek kerja nyata mahasiswa. 

3. Jika objek Praktek Kerja Nyata yang akan dijadikan lokasi atau tempat Praktek 

Kerja Nyata tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi diberikan surat balasan 

yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa 

dan dikirim ke fakultas, kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada 

mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dimana 

surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan Diploma III Perpajakan. 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan di bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian diarahkan pada bagian keuangan. Penulis 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang tata cara dan pemotongan Pajak 

Pertambahan Nilai atas pengadaan barang SINTELIS, baik wawancara dengan 

karyawan dibagian pelangan atau di bagian keuangan mengenai pajak ataupun 

langsung melihat data-data yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai atas 

pengadaan barang. 

4.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa mendapat 

kesempatan untuk memperoleh beberapa informasi tentang aktifitas kerja kantor 

dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember, yang terletak di Jl. 

Dahlia No. 02 Jember. 

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 16 

Februari- 16 Maret 2015, jam kerja perusahaan dimulai pukul 07.45 WIB sampai 

dengan pukul 16.45 WIB. Hari libur kantor pada hari Sabtu dan Minggu, secara 

terinci daftar jam kerja Perusahaan dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Daftar jam kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

No. Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

1. Senin-Jum’at 07.45-16.45 12.00-13.00 

2. Sabtu LIBUR  LIBUR 

  

4.1.2 Uraian Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan 

 Sebagai rincian aktifitas Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Waktu 

Pelaksanaan 

Jenis Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) 

 

 

 

Minggu  

I 

16-20 Februari 

2015 

1. Penulis berkenalan dengan dengan  

Junior Manager Pengadaan Barang 

dan Jasa beserta staf; 

2. Mendapatkan penjelasan tentang 

tata tertib kegiatan Praktek Kerja 

Nyata; 

3. Penulis mendapatkan penjelasan 

tentang sistem kerja Unit 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

 

 

 

 

 

1. Junior Manager 

Unit Pengadaan 

Barang dan Jasa 
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(a) (b) (c) 

 

 

 

Minggu 

I 

16-20 Februari 

2015 

4. Penulis mendapatkan penjelelasan 

tentang proses perolehan kerja 

sama PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember dengan 

rekanan; 

5. Penulis mempelajari data primer 

tentang Pajak Pertambahan Nilai; 

6. Penulis mengikuti senam pagi hari 

jum’at. 

 

 

 

 

2. Junior Manager 

Unit Pengadaan 

Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 

II 

23-27 Februari 

2015 

1. Menerima penjelasan mengenai 

Penerapan Perpajakan PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP 9 

Jember, di unit Pengadaan Barang 

dan Jasa; 

2. Penulis mengikuti Rapat Berita 

Acara Pembukaan Sampul 

Penawaran dengan pihak Rekanan 

atas pengadaan batu balas, di unit 

Pengadaan Barang dan Jasa;  

3. Penulis menerima penjelasan 

tentang proses pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai yang diterapkan 

di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Junior Manager 

Unit Pengadaan 

Barang dan Jasa 
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(a) (b) (c) 

 

 

 

Minggu 

II 

23-27 Februari 

2015 

4. Penulis melakukan wawan cara 

untuk melengkapi data primer yang 

telah didapatkan sebelunya (unit 

Keuangan; 

5. Di unit pengadaan barang penulis 

Membantu mengarsip data untuk 

perolehan kerjasama dengan 

rekanan; 

6. Penulis mengumpulkan data 

pendukung untuk menulis laporan 

Praktek Kerja Nyata (PKN); 

7. Penulis mengikuti senam pagi hari 

Jum’at. 

 

 

 

 

2. Junior Manager 

Unit Pengadaan 

Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 

III 

02-06 Maret 

2015 

1. Penulis dipindahakan kebagian 

keuangan untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang  proses 

perpajakan yang ada di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember; 

2. Penulis berkenalan dengan seluruh 

staf Unit Keuangan; 

3. Penulis mendapatakan penjelasan 

tentang proses pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai yang akan 

dilaporkan dalam PKN; 

 

 

 

 

1. Staf Unit 

Keuangan; 
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(a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

Minggu 

III 

02-06 Maret 

2015 

4. Penulis mengumpulkan data primer 

yang dibutuhkan untuk penulisan 

laporan tugas akhir yaitu PPN; 

5. Penulis kembali ke Unit Pengadaan 

Barang dan Jasa dan membantu 

mengoreksi data kerjasama dengan 

rekanan; 

6. Penulis memeperoleh penjelasan 

tentang alur disposisi; 

7. Penulis membantu mennyiapkan 

data yang dibutuhkan untuk rapat 

dengan rekanan, dibagian 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

8. Penulis mengikuti senam pagi hari 

Jum’at. 

 

 

 

 

 

2.Junior Manager 

dan Staf Unit 

Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

 

 

 

Minggu 

IV 

09-16 Maret 

2015 

1. Di unit keuangan untuk 

mengumpulakan data yang 

diperlukan dan mengumpulkan 

informasi untuk penulisan Laporan 

Praktek Kerja Nyata (PKN); 

2. Penulis kembali ke unit keuangan 

untuk melengkapi data dan 

informasi guna menyelesaikan 

Laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) dibagian Pengadaan Barang 

dan Jasa; 

3. Penulis memeriksa data  pihak 

 

 

 

 

 

1. Manager dan 

Staf Unit 

Keuangan; 

2. Manager dan 

Staf Unit 

Pengadaan 

Baranng dan 

Jasa; 
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(a) (b) (c) 

 4. rekanan yang digunakan sebagai 

arsip atas kerjasama yang 

dilakukan, dibagian Pengadadaan 

Barang dan Jasa; 

5. Berpamitan dengan pimpinan dan 

seluruh staf PT. Kereta Api 

Indonesia. 

 

 

4.2 Proses Kerjasama dan Pembayaran dengan Pihak Rekanan 

4.1.1  Proses Perolehan Kerjasama  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember malakukan kerjasama 

dengan anak perusahaan, yaitu PT. Kereta Api Properti Manajemen yang 

berkedudukan di Stasiun Sawah Besar Lt. Dasar Jl. Samanhudi Jakarta Pusat. 

Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

dengan PT. Kereta Api Manajemen dalam hal pengadaan barang Sinyal 

Telekomunikasi dan Listrik (SINTELIS), Proses kerjasama tersebut dilakukan dengan 

cara penunjukan langsung oleh  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. 

Penunjukan Langsung (atau Seleksi Calon Tunggal, untuk pengadaan Jasa 

Konsultansi) adalah prosedur unit pelelangan tanpa kompetisi melalui proses 

penilaian yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk atau mengundang hanya 

1 (satu) Penyedia Barang atau Jasa yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu, 

sebagaimana diatur dalam penunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk 

menyatakan minatnya dan langsung bernegosiasi hingga diperoleh Barang atau Jasa 

yang memenuhi persyaratan atau kualitas teknis sekaligus dengan harga yang wajar 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember membayar barang yang telah di 

beli oleh PT. Kereta Api Properti Manajemen berupa: PDSM (Peralan Dalam Sinyal 
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Mekanik), PLSM (Peralatan Dalam Sinyal Luar), PPS (Pintu Perlintasan Sebidang), 

PT (Peralatan Telkom), dan CDS (Catu Daya Sintel). Berikut kronologi kegiatan 

Penunjukan Langsung: 

1. Pembuatan Nota Permohonan Dana yang dilakukan oleh unit terkait, dalam 

hal ini dibuat oleh pihak Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTEL) yang 

membutuhkan pengadaan barang suku cadang SINTELIS; 

2. Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan (SP3) barang, yang dibuat 

oleh unit Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTEL),  yang kemudian 

diserahkan pada unit Pengadaan Barang dan Jasa sebagai panitia pengadaan 

barang; 

3. Setelah penyerahan SP3 yang dilakukan oleh unit Sinyal Telekomunikasi dan 

Listrik (SINTEL), unit BPJ membuat Owner Estimate (OE), Bestek atau 

Rencana Kerja dan Syrat-Syarat (RKS), undangan permintaan penawaran 

yang ditujukan kepada PT. Kereta Api Properti Managemen. Pembuatan OE, 

RKS dan undangan permintaan penawaran dilakukan masing-masing dalam 1 

(satu) hari kerja; 

4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 

dilakukan oleh PT. Kereta Api Properti Manajemen sebagai rekanan dan 

pihak pelaksana pengadaan barang, waktu yang disediakan 2 (dua) hari kerja; 

5. Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja, 

proses aanwijzing dilakukan untuk menjelaskan Rencana kerja yang meliputi: 

lama atau waktu pengerjaan, proses pengadaan barang, pembayaran 

pengadaan dan hal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; 

6. Pemasukan Dokumen Penawaran, setelah proses aanwijizing pihak rekanan 

memasukkan dokumen penawaran pada panitia Pelelangan; 

7. Setelah PT. Kereta Api Properti Manajemen melakukan penawaran, pihak 

Pelelangan memeriksa dokumen serta kelengkapan penawaran PT. Kereta Api 

Properti Manajemen. 
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8. Evaluasi penawaran dilakukan oleh pihak pelelangan, evaluasi dilakukan 

untuk melihat kesesuaian penawaran dengan harga atau pagu dana yang telah 

dibuat oleh pihak Pengadaan Barang dan Jasa, penawaran yang dialakukan 

oleh pihak rekanan tidak boleh kurang dari 80% dari OE. Evaluasi penawaran 

dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja; 

9. Setelah ada evaluasi dari pihak Pengadaan Barang dan Jasa, diterbitkan Surat 

Undangan Negosiasi dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja; 

10. Proses Negosiasi dan Perbitan Berita Acara Hasil Klarifikasi atau Negosiasi 

(BAHKN) atara pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan rekan sebagai 

pelaksana pengadaan barang, proses ini dilaksanakan dalam 1 (satu) hari 

kerja; 

11. Penerbitan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPnl) dilakukan 

dalam 1 (satu) hari kerja oleh unit Pengadaan Barang dan Jasa; 

12. Keputusan Pejabat yang berwenang atas hasil penunjukan langsung dilakukan 

dalam 2 hari kerja oleh unit Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTEL); 

13. Dalam 1 (satu) hari kerja dibuat penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil 

Penunjukan Langsung oleh panitia Pengadaan Barang dan Jasa; 

14. Syarat Penunjukan Rekanan (SPR) dibuat dalam 1 (satu) hari kerja oleh unit 

terkait atau Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTEL) yang ditandatangani 

oleh Vice President; 

15. Proses atau pembahasan draf perjanjian atau kontrak bersama rekanan di 

terbitkan oleh unit pelaksana dan dilakukan pemeriksaan, revisi final paraf 

perhalaman oleh Manager Hukum; 

16. Proses terakhir penandatanganan Surat Perjanjian atau Kontrak oleh Pihak 

Rekan (pihak kedua) dan Vice President (pihak pertama). 
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4.1.2  Proses Pembayaran Pada Pihak Rekanan 

Untuk pengadaan barang Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTELIS) 

tidak diberikan uang muka, pembayaran dilakukan secara langsung sesuai dengan 

kemajuan fisik barang, oleh pengesah atau pembantu pengesah pembayaran di Kantor 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. Pembayaran di lakukan dengan 

cara transfer ke rekening pihak rekanan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 

setelah pihak rekanan menerima nota Tagihan lengkap dengan lampirannya dari PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). Untuk melaksanakan pembayaran maka setelah 

penerimaan barang dengan baik dan dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Barang, 

pihak rekanan harus mengajukan melalui saluran dinas, Nota tagihan atau Faktur 

bermaterai secukupnya beserta lampiran dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut: 

a. Faktur pajak; 

b. Surat pengantar pada waktu penyerahan barang yang ditandatangani oleh 

pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau pejabat yang ditunjuk sebagi 

penerima barang; 

c. Daftar penyerahan barang; 

d. Permintaan pengujian barang dan laporan hasil pengujian; 

e. Berita acara pengujian barang disertai foto bertanggal dari barang yang 

diserahakan atau diterima; 

f. Berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala unit 

penerima barang; 

g. Bukti penerimaan barang; 

h. Certificate of Manufacture (COM) dari pabrikan; 

i. Quality Guarantee Latter dari pabrikan. 

Apabila pihak rekanan tidak melengkapi persyaratan Nota tagihan tersebut 

maka proses pembayaran tidak akan dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero). 
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4.3 Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas Pengadaan barang Sinyal Telekomunikasi dan Listrik 

(SINTELIS)   

4.3.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan barang 

Sinyal Telekomunikasi dan Listrik 

 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember merupakan salah satu 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan sistem self assessment 

system dalam proses perpajakannya, sehingga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 9 Jember melakukan penghitungan, Pemungutan, penyetoran dan 

pelaporannya sendiri. Salah satu pajak yang di pungut oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember  adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai 

adalah yang dikenakan pertamakali atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa 

dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, tarif Pajak Pertambahan Nilai 

adalah 10% dari nilai jual barang. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi 

dalam negeri, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai.  

 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember melakukan kerjasama 

atas pengadaan barang Sinyal Telekomunikasi dan Listrik (SINTEL) kereta api 

berupa PDSM (Peralan Dalam Sinyal Mekanik), PLSM (Peralatan Dalam Sinyal 

Luar), PPS (Pintu Perlintasan Sebidang), PT (Peralatan Telkom), CDS (Catu Daya 

Sintel) dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang. Kerjasama 

yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dengan PT. Kereta Api Properti 

Manajemen (KAPM) dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Penunjukan 

langsung adalah prosedur pengadaan barang dan jasa tanpa kompetisi melalui proses 

penilaian yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk atau mengundang hanya 

satu penyedia barang atau jasa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang 

diinginkan. Penetapan atau pemilihan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

metode Penunjukan Langsung harus didukung justifikasi yang tepat dari Pejabat yang 
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berkompeten dan berwenang untuk membuat atau memutuskannya, dan disertai 

dengan data pendukung yang memadai. Penunjukan langsung dilakukan jika: 

1) satu-satunya pendaftar, setelah dilakukan 1 (satu) kali pengumuman 

pelelangan ulang pada proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode 

Pelelangan Terbuka;  

2) satu-satunya dokumen penawaran, setelah 1 (satu) kali pengumuman atau 

undangan ulang pemasukan penawaran pada proses Pengadaan barang dan 

Jasa dengan metode Pelelangan Terbuka atau Pemilihan Langsung ataupun 

Kontes. 

Pembelian barang yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Properti Managemen, 

timbul hutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari nilai perolehan barang bagi 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. PT. Kereta Api Properti 

Manajemen sebagai rekanan membuat Faktur Pajak, yang diserahakan kepada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. Sehingga PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember harus membayar tagihan pajak atas pembelian yang di 

lakukan PT. Kereta Api Properti Manajemen. Pada saat pembelian barang yang 

dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Properti Manajemen ada beberapa barang yang 

dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 

Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-233/PJ/2003 dan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Tata cara 

Pemberian dan Penatausahaan Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan 

Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 

Tertentu.  

Pada saat PT. Kereta Api Properti Manajemen mengurus proses 

pembayarannya tidak ada pengurusan Surat Ketetapan Bebas Pajak Pertambahan 

Nilai, yang digunakan sebagai bukti bahwa barang tersebut tidak dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai. Pengurusan Surat Ketetapan Bebas Pajak Pertambahan Nilai 

seharusnya dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

tapi, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember lalai dalam 
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pengurusan Surat Ketetapan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN). Sehingga 

mengakibatkan pajak yang seharusnya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai dan 

menjadi pengurang pajak terutang, tidak bisa digunakan sebagai pengurang pajak. 

Hal tersebut tentu saja merugikan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 

Jember, karena pajak yang seharusnya dibebaskan dari PPN harus dibayarkan sebab 

tidak adanya pengurusan Surat Ketetapan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) 

dan yang harus membayar pajak terutang DTP (Ditanggung Pemerintah) adalah PT. 

Kereta Api Indonesia. Adapun penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak Pertambahan Nilai Tidak ditanggung Pemerintah (non Dtp) 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  = 100/110 x nilai transaksi transaksi bruto 

                                       PPN  = 10% x DPP 

= 10% x Rp 331.054.100 

= Rp. 33.105.410 (pajak yang seharusnya         

di bayarkan,  lihat lampiran 16) 

b. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (Dtp) 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  = 100/110 x nilai transaksi transaksi bruto 

                                       PPN  = 10% x DPP 

                                               = 10% x Rp 83.525.000 

= Rp. 8.352.500 (pajak yang seharusnya  

          tidak dibayarkan, lihat lampiran 16) 

c. Jumlah Total  

Harga penawaran (NETTO)    Rp.  414.579.100 

PPN 10% Rp.   33.105.410 

PPN DTP  Rp.  8.352.500 RP.    4I.457.910 + 

(NETTO) + PPN 10%     Rp.   447.684.510 
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d. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan adalah: 

Pajak yang seharusnya dibayarkan karena, tidak ada pengurusan Surat 

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan menyebabkan kerugian PT. 

Kereta Api Indonesia adalah sebesar (lihat lampiran 17): 

PPN 10%                                 Rp. 33.105.410 

PPN DTP                                 Rp.  8.352.500 + 

 PPN Terutang    Rp. 41.457.910  

e. Jurnal Pembelian barang  

(D) Pembelian   Rp. 414.579.100 

 (K)Kas      Rp. 414.579.100 

f. Jurnal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

(D) Pajak Pertambahan Nilai  Rp. 41.457.910 

 (K) Kas     Rp. 41.457.000  

Sesuai dengan peraturan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 370/KMK.03/2003 dalam pasal 18 dan 19, PT. Kereta Api Indonesia Daop 9 

Jember tidak dapat mengkreditkan Pajaknya. 

4.3.2 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan barang 

Sinyal Telekomunikasi dan Listrik 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, 

Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai, 

Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, perlu disusun 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Pemungut PPN).  
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Dalam hal penyedia pengadaan barang PT. Kereta Api Properti Manajemen 

sebagai rekanan membuat Faktur Pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap yang 

diperuntukkan kepada: 

a. Lembar pertama untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember; 

b. Lembar kedua untuk PKP rekanan yaitu PT. Kereta Api Properti Manajemen; 

c. Lembar ketiga untuk kantor Pelayanan Pajak. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember sebagai pihak yang 

menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai, menandatangani Surat Setoran Pajak yang 

telah diisi oleh rekanan sebagai penyetor atas nama PT. Kereta Api Properti 

Manajemen. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan 

takwim berikutnya setelah bulan terutang pajak, jika tanggal 15 (lima belas) jatuh 

pada hari libur maka penyetoran Pajak Perambahan Nilai dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. Untuk mengisi Surat Setoran Pajak tersebut dibutuhkan data-data yang 

berasal dari Faktur Pajak. Surat Setoran Pajak dibuat rangkap 5 (lima) yang 

diperuntukkan kepada: 

a. Lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak rekanan yaitu PT. Kereta Api 

Properti Manajemen; 

b. Lembar kedua untuk Kantor Perbendaharaan dan Pendapatan Negara melalui 

bank persepsi; 

c. Lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan Pajak rekanan dilampirkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Masa PPN; 

d. Lembar keempat untuk bank presepsi atau kantor pos; 

e. Lembar kelima untuk arsip pemungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. 

4.3.3 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan barang 

Sinyal Telekomunikasi dan Listrik 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember sebagai Pemungut PPN 

yang berstatus PKP, mempunyai kewajiban pelaporan PPN setiap bulan. Pelaporan 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 

 

 

pemungutan PPN Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 

denagan dilampiri: 

a. Daftar bukti pemotongan; 

b. Bukti pemotongan (lembar ke-2) 

c. Surat setoran pajak (lembar ke-3) 

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa PPN dilaporkan 

oleh pihak Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung, yang 

mendapat SPT Masa Pajak pertambahan Nilai yang telah di isi oleh PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember untuk segera dilaporkan. Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai dilakukan dipusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung, karena sistem perpajakan yang ada di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember merupakan sistem pajak terpusat. Sistem pajak terpusat 

merupakan sistem yang mengharusakan anak perusahaan (PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember) menghitung dan menyetorkan pajaknya 

sendiri tapi, saat peloran induk perusahaan (PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung) yang harus melaporkan pajak terutang. 
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Gambar  4.1 Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Sumber: hasil wawancara mangajer Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember tahun 2015. 

Keterangan: 

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berkerja sama dengan PT. 

Kereta Api Properti Managemen sebagai anak perusahaan; 

Pengadaan 

Barang 

PT. KAPM BNI 

DTP Non DTP 

SKB PPN 

PT. KAI 

Kantor Pusat 

Bandung 

KPP Bandung 
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2. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember berkerja sama dengan PT. Kereta Api Properti Managemen adalah 

dalam hal pengadaan barang Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (SINTELIS), 

barang tersebut berupa PDSM (Peralan Dalam Sinyal Mekanik), PLSM 

(Peralatan Dalam Sinyal Luar), PPS (Pintu Perlintasan Sebidang), PT 

(Peralatan Telkom), dan CDS (Catu Daya Sintel). Dengan adanya kerjasam 

tersebut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember harus memungut 

Pajak Pertambahan Nilai; 

3. Barang SINTELIS dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, barang yang ditanggung 

pemerintah (yang tidak dikenakan PPN) dan barang yang tidak ditanggung 

pemerintah (yang dikenakan PPN sebesar 10%); 

4. Atas pembebasan barang atau barang yang Ditanggung Pemerintah, 

seharusnya ada Surat Keterang Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Tidak adanya Surat 

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, membuat PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember harus membayar pajak yang seharusnya 

Ditanggung Pemerintah; 

5. Setelah melakukan pemungutan pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember, melakukan penyetoran pajak yang dilakukan di Bank Persepsi  

yang dilakukan di Bank BNI (lihat Halaman 73). PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember mendapat bukti pembayaran pajak berupa SSP (lihat 

halam 74); 

6. Proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Kantor Pusat 

Bandung (lihat halaman 74) 

7. Kantor Pusat Bandung kemudian melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke 

Kantor Pelayanan Pajak Bandung menggunakan SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai, yang dilampiri dengan SSP lembar ke-3 dan Faktur Pajak; 

8. Selanjutnya Kantor Pelayana Pajak Bandung memberi bukti pelaporan berupa 

SPT Masa kepada Kantor Pusat Bandung dan disimpan sebagai arsip. 
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4.3.4 Prosedur pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai 

Adapun tahapan untuk mengurus pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-233/PJ/23 Pasal 7, yang 

menjelaskan bahwa pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang harus membuat 

Permohonan SKB PPN, dalam hal suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 

pemeliharaan serta prasarana. Pada Pasal 8 menjelasakan bahwa yang harus membuat 

Permohonan SKB PPN adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) kepada kepala KPP pihak tersebut terdaftar. Permohonan tersebut dibuat 

dalam hal komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku 

cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang digunakan 

oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

5.4 Penilaian Kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember yang memiliki usaha 

dalam bidang Jasa Angkutan Kereta Api yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara 

yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan wajib melaksanakan 

kewajiban perpajakan selaku Pengusaha Kena Pajak dan memeiliki kewajiban untuk 

memungut, menyetor, dan melaporkan Perpajakannya. Dalam melaksanakan 

perpajakannya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember tergolong sudah 

baik, walaupun dalam Proses Pemungutan pajak ada sedikit kelalaian, tapi untuk 

proses Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember tidak ada masalah dan tergolong baik. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa proses Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember adalah 

sebagai berikut: 

a. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang terbukti lalai dalam 

pengurusan Surat Keteranagan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, padahal 

apabila ada pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tidak harus membayar Pajak 

Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (DTP); 

b. Tidak adanya pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember mengalami kerugian 

pembayaran pajak yang seharusnya dibebaskan menjadi pajak terutang yang 

harus dibayarkan. 

c. Dengan adanya bukti penerimaan Negara dari Bank BNI atas pembayaran 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember terbukti telah melaksanakan 

administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) pada Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yaitu sebagai 

berikut: 

a. Dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember, dalam pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak 

Pertambahan Nilai diharapkan Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, 

dapat lebih memperhatikan lagi dalam pengurusan Surat Keterangan Bebas 

Pajak Pertambahan Nilai agar tidak timbul kerugian pembayaran pajaknya; 

b. Ketika PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember mengurus Surat 

Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pajak seharusnya Ditanggung 

Pemerintah (DTP) dapat dijadikan pengurang pajak terutang; 

c. Selain itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, agar 

memberikan pelayanan yang lebih baik dalam ruang lingkup tugas dan 

fungsinya, serta kepada seluruh karyawan agar selalu mentaati peraturan yang 

diterapkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.  
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